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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan
UU MD3), DPR merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi
anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan
atas pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya Pasal
413 UU MD3 mengamanatkan pembentukan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPR melalui peraturan presiden untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang
dan tugas DPR.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan
tugas DPR RI di bidang administrasi, bidang persidangan, dan bidang keahlian. Badan
Keahlian terdiri atas lima pusat yang salah satunya adalah Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Puspanlak UU). Puspanlak UU mempunyai
tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang
pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan
perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Puspanlak UU, sebagai unit yang mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi DPR,
senantiasa melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dalam kerangka
fungsi pengawasan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, penerobosan metode
pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang diperlukan agar memudahkan anggota
dewan maupun masyarakat luas mengakses databate mengenai peraturan pelaksanaan
undang-undang. Sejak tahun 2017, Puspanlak UU telah memiliki website yang terpisah
dari Badan Keahlian DPR RI, dengan alamat https://puspanlakuu.dpr.go.id. Di dalam
website tersebut belum terdapat suatu kamar sistem pemantauan peraturan pelaksanaan

undang-undang yang terintegrasi. Oleh karena itu perlu untuk dibangun suatu sistem
informasi yang baru dan nantinya akan terintegrasi dengan website Puspanlak UU
tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan untuk mencapai tujuan nasional
sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN). Sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu
bangsa, perlu membentuk ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Profesionalisme Calon Pegawai Negeri Sipil diperoleh melalui pembentukan karakter dan
penguatan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas melalui Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil.


https://puspanlakuu.dpr.go.id

B.

Kurikulum pembentukan karakter CPNS melalui Pelatihan Dasar terdiri dari lima
agenda, yaitu agenda sikap perilaku dan disiplin PNS, agenda nilai-nilai dasar PNS,
agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan agenda habituasi." Agenda habituasi
memfasilitasi agar peserta melakukan proses aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap
kompetensi yang telah diperolehnya dari berbagai agenda sebelumnya. Sebelum
melakukan aktualisasi di unit kerja masing-masing, peserta Pelatihan Dasar wajib untuk
menyusun konsep aktualisasi yang dituangkan dalam suatu rancangan aktualisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis menetapkan proyek aktualisasi dengan
judul  “Pembaruan Sistem Informasi Terintegrasi Website Puspanlak UU Untuk
Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang”

Tujuan Aktualisasi
Proyek aktualisasi ini akan terdiri dari beberapa kegiatan yang tiap-tiap kegiatan

diharapkan memiliki tujuan untuk:

I. Memahami lebih mendalam mengenai nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas,
nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti-korupsi, dan kedudukan dan
peran PNS dalam NKRI yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of
government.

(3%

Menerapkan dan membiasakan diri terhadap nilai-nilai tersebut di poin 1 dengan

mengaktualisasikannya dalam ruang lingkup kegiatan proyek aktualisasi.

3. Menguatkan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas
DPR.

4. Meningkatkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan peraturan pelaksanaan

undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Manfaat Aktualisasi

Proyek aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:
l. Membentuk karakter PNS yang profesional melalui pemahaman yang lebih mendalam
terhadap nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI.
Memudahkan pencarian data dan informasi mengenai Undang-Undang serta Peraturan

8]

Pelaksanaannya
3. Memudahkan penyusunan laporan berkaitan dengan peraturan pelaksanaan Undang-
Undang

Ruang Lingkup Waktu Aktualisasi

Proyek aktualisasi ini dilaksanakan pada unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang di Badan Keahlian DPR RI mulai tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 30
Oktober 2018.

Lampiran Peraturan Kepala LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, hal. 9.

o



E. Landasan Teori

[

Teori-teori mengenai nilai-nilai dasar profesi ASN yang telah didapatkan selama

kegiatan Pelatihan Dasar on campus akan diaktualisasikan dalam setiap tahapan kegiatan
yang sudah direncanakan. Nilai-nilai dasar PNS itu sering disebut dengan ANEKA, yaitu
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi.

1.

o

W

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, “Akuntabilitas’

Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusiuntuk
memenuhi tanggung jawab yang menjadi umunuhnya.2 Aspek-aspek yang harus
diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel adalah® adalah:

a. Kepemimpinan;

b. Transparansi;

¢. Integritas;

d. Tanggung jawab;

Keadilan;

Kepercayaan;

Keseimbangan;

h. Kejelasan; dan

o

as

Konsistensi.

—

Nasionalisme

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya

sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sedang dalam

asti luas ialah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara,

dan sekaligus menghormati bangsa lain. Indonesia menganut nasionalisme Pancasila

adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah

airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.® Oleh karena itu nilai-nilai yang

terkandung dalam nasionalisme adalah Pancasila, yaitu:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;

¢. Persatuan Indonesia;

d. Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan;

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Etika Publik

Etika sebenarnya dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan
untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-
hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu

Modul Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan Golongan 111, Jakarta: 2015, hal.7.

Ibid., hal. 18.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, “Nasionalisme ™ Modul Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Golongan 111, Jakarta: 2015, hal.2.



membedakan hal-hal yang baik dan yang buruh serta mengarahkan apa yang

seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.” Etika publik merupakan

refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku,

tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka

menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.® Nilai-nilai dasar etika publik

sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU ASN adalah:

a. Memegang teguh ideologi Pancasila;

b. Setia dan mempertahankan UUD NRI Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;

¢. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;

d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;

f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif’

g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;

h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

i.  Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;

J. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat,
berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

—

Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;

2

Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat
sistem karier.

4. Komitmen Mutu
Komitmen mutu adalah perjanjian untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik
ataupun bukan publik dengan memperhatikan indikator-indikator:
a. Efektif;

b. Efisien;
¢. Produktivitas;
d. Inovasi;
e. Kinerja.

5. Anti Korupsi
Korupsi adalah suatu tindakan kejahatan berupa penyelewengan dalam
penyelenggaraan negara yang merugikan keuangan negara. Penjabaran lebih lanjut
mengenai perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab
[I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, “Etika Publik” Modul Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Golongan I11, Jakarta: 2015, hal.8.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, “Etika Publik” Modul Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Golongan 111, Jakarta: 2015, hal.11.
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Unsur-unsur dari korupsi
adalah:

a. Perbuatan negatif yang melawan hukum;

b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain;

c. Penyalahgunaan wewenang; dan

d. Merugikan keuangan atau kekayaan negara.

Selanjutnya dalam Agenda IIT tahap kegiatan Pelatihan Dasar on campus CPNS yaitu

Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI disampaikan 3 (tiga) materi yaitu Manajemen
ASN, Whole of Government (WoG), dan Pelayanan Publik.

o

Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang
professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan
kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber
daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

Whole of Government

Whole of Government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan
pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari
keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai
tujuant-ujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik.
Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan
yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang
relevan.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah “Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan
BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/ atau jasa, baik dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat. (Lembaga Administrasi Negara: 1998). Adapun berbagai
literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik
untuk mewujudkan pelayanan prima adalah:

a. Partisipatif

b. Transparan

Responsif

d. Tidak diskriminatif

(2]

¢. Mudah dan murah
. Efektif dan efisien
g. Aksesibel

h. Akuntabel

i. Berkeadilan



BAB I1
PROFIL INSTANSI

A. Badan Keahlian DPR RI
Badan Keahlian merupakan sistem pendukung (supporting svstem) dalam kelancaran
pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang keahlian. Pembentukan Badan Keahlian
merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Badan
Keahlian bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR dan secara administratif berada di
bawah Sekretariat Jenderal.”

PMPINAN OFR R

SEKRETARIAT JENDERAL BADAN VEAHLIAN

1. Visi, Misi, dan Nilai Dasar Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR Tahun 2016-2019
sebagaimana  tertuang  dalam  Keputusan  Sekretaris  Jenderal — Nomor:
539/SEKJEN/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR
Nomor [266/SEKJEN/2014 Tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat
Jenderal DPR Tahun 2015-2019, visi Setjen dan Badan Keahlian DPR adalah:

Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang
profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam melakukan fungsi DPR RI.

Adapun pengertian dari nilai-nilai yang terkandung dalam visi tersebut® adalah:

Profesional Mempunyai  kompetensi  untuk  mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR secara baik
dan benar, serta berkomitmen untuk terus
meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Andal Mampu melakukan koordinasi. integrasi, dan

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2
Tahun 2016, Pasal 287 ayat (1)

Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 539/SEKJEN/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris
Jenderal DPR Nomor 1266/SEKJEN/2014 Tentang Penctapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR
Tahun 2015-2019, Hal. I8.
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sinkronisasi rencana-rencana Kerja sesuai dengan
tujuan  yang akan  dicapai  serta  dapal
diimplementasikan

Transaparan Kesediaan  untuk  senantiasa ~ memberikan
informasi faktual mengenai berbagai hal yang
berkenaan  dengan  proses  penyelenggaraan
organisasi, serta tugas dan fungsi DPR.

Akuntabel Mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan,
keputusan, dan Kkebijakan dalam mendukung
pelaksanaan fungsi DPR.

. [ . . . 9
Selanjutnya misi dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian™ adalah:

1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional,
andal, transparan, dan akuntabel;

2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan
akuntabel.

Sebagai salah satu tonggak penting pelaksanaan reformasi birokrasi, Setjen dan
Badan Keahlian DPR menetapkan budaya unggul sebagaimana diatur dalam Pasal 4
Peraturan Sekjen DPR Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI. yaitu RAPI:

Religius percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa
Akuntabel sikap yang mencerminkan tanggung jawab atas

tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas
dan fungsi PNS
Profesional sikap terhadap tugas yang memerlukan keterampilan
khusus dan kompetensi untuk menjalankannya
Integritas totalitas  sikap yang menunjukkan komitmen,
ketaatan, dan Konsistensi terhadap prinsip-prinsip
etika dan moral

PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersikap RAPI yang dilandasi moral
yang tinggi, luhur dan mulia, serta menjunjung tinggi hukum, peraturan perundang-
3 . 10
undangan, kode etik PNS, dan sumpah jabatannya .

2. Fungsi Badan Keahlian DPR RI
4 S .11
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi' '

Ibid.. hal. 19.

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI, Pasal 9.

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2
Tahun 2016, Pasal 289.



a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan Keahlian:

b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di
lingkungan Badan Keahlian:

¢. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-
undang kepada DPR;

d. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada
DPR:

e. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas

keuangan negara kepada DPR:
f.  Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada DPR;
Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanan dukungan kajian keparlemenan
kepada DPR;
Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian: dan
i.  Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan DPR dan Sekretaris
Jenderal.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Keahlian terdiri dari
2 .
pusut-pusut". yaitu:

a. Pusat Perancangan Undang-Undang;
b. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang:
¢. Pusat Kajian Anggaran:
d. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara: dan
Pusat Penelitian.
BADAN
KEAHLIAN
DPR RI
BAGIAN
TATA
USAHA I
1
SUBBAG SUBBAG SUBBAG
PERENCANAAN | | KEPEGAWAIAN [ |EVALUASI DAN
DAN DAN UMUM PELAPORAN
KEUANGAN
1 1
PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT KAJIAN PUSAT
PERANCANGA PEMANTAUAN KAJIAN AKUNTABILIT PENELITIAN
N UNDANG- PELAKSANAAN ANGGARAN AS KEUANGAN
UNDANG UNDANG- NEGARA
SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG
TATA TATA TATA TATA TATA
USAHA USAHA USAHA USAHA USAHA
'* " Ibid.. Pasal p90.
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK 8
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN

FUNGSIONAL

FUNGSIONAL

FUNGSIONAL

FUNGSIONAL

FUNGSIONAL



B. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) merupakan salah
satu unit kerja di Badan Keahlian sebagai supporting svstem DPR RI di bidang
pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Puspanlak UU didukung dengan 1
(satu) Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan
teknis administrasi, serta kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan
fungsi dukungan keahlian kepada Puspanlak UU.

KEPALA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
RUDI ROCHMANSYAH, S.H., M.H.

{ )

8

SRR = )y =2

KOORDINATOR
BIDANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU

KOORDINATOR
BIDANG PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU
YUDARANA SUKARNO PUTRA, S.H., LLM.

POEDJI POERWANTI, S.H.

. Visi dan Misi Puspanlak UU
Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019, unit Puspanlak UU memiliki visi sebagai
berikut'*:

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional
dan Akuntabel dalam Memberikan Dukungan Keahlian kepada DPR RI dalam
Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan yang Aspiratif dan Akuntabel

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Rencana Strategis Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019, Jakarta: 2016, hal.
29-30.
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Sedangkan misi dari Puspanlak UU ™ adalah:

1. Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam
memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan
fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan
Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;

2. Mewujudkan Kkualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR
dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap
UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(9]
¢

Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan
undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan
pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu,
akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Tugas dan Fungsi Puspanlak UU
Puspanlak UU mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan
undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi.'”” Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puspanlak UU
menyelenggarakan fungsi'®:
a.  Perumusan dan evaluasi rencana strategis Puspanlak UU;
b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Puspanlak UU;
¢. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Puspanlak UU;
d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di
lingkungan Puspanlak UU:
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan
pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi:
f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-
undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di  Mahkamah
Konstitusi;
g. Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan
penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
Ibid.

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2
Tahun 2016, Pasal 295.

1bid., Pasal 296



h. Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;

i. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi;

j. Pelaksanaan tata usaha Puspanlak UU;

k. Penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan

I.  Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Puspanlak UU menyelenggarakan
kegiatan'”:

a. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi;

b. Analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang di bidang
politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, ekonomi dan keuangan,
dan industri, perdagangan, dan pembangunan; dan

¢. Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Hukum Puspanlak UU
Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analis Hukum sebagai
pelaksana memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu:
a. Menyusun kajian pemantaun terkait pelaksanaan Undang-Undang, dengan uraian

tugas sebagai berikut:

1) Menelusuri UU yang akan dipantau;

2) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU;

3) Menyusun daftar peraturan pelaksanaan dari UU yang akan dipantau;

4) Menyusun daftar keterkaitan dan analisis UU yang dipantau dengan UU lain;

5) Menyusun daftar peraturan non-delegasi (teknis) terkait dengan pelaksanaan
UU yang dipantau;

6) Menyusun “Matrik Evaluasi dan Analisis Materi Muatan UU "(Tabel 1);

7) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU untuk diajukan kepada
narasumber tingkat pusat; .

8) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada
narasumber tingkat pusat (untuk tiap kementerian/lembaga);

9) Melakukan diskusi dengan narasumber tingkat pusat (untuk tiap stakeholder);

10) Menyusun narasi hasil diskusi dengan narasumber tingkat pusat;

1 1) Menyusun “Matrik Hasil Diskusi dengan Narasumber Tingkat Pusat” (untuk
tiap narasumber);

12) Menyusun “Tabel Pengujian Implementasi” (Tabel 1I);

13) Menyusun TOR pemantavan pelaksanaan UU untuk diajukan kepada
narasumber tingkat daerah;

14) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada
narasumber tingkat daerah (untuk tiap kementerian/lembaga);

7 . .
""" Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Rencana Strategis Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019, hal. 8.
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15) Menentukan, menghubungi, dan menyusun jadwal diskusi dengan narasumber
di daerah;

16) Melakukan diskusi dengan narasumber tingkat daerah (untuk tiap daerah dan
tiap narasumber);

17) Menyusun narasi hasil rapat dengar pendapat dengan narasumber tingkat
daerah (untuk tiap daerah dan tiap narasumber);

18) Menyusun matrik hasil diskusi dengan narasumber tingkat daerah (untuk tiap
narasumber);

19) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan narasumber tingkat daerah
(untuk tiap daerah);

20) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan seluruh daerah;

21)Menyusun “Matrik Implementasi Komprehensif'™,

22) Menyempurnakan “Matrik Evaluasi dan Analisis Materi Muatan UU™ (Tabel
D:

23) Menyusun kajian, analisis, dan evaluasi UU.

Menyusun Kajian pemantauan terkait peraturan pelaksanaan Undang-

Undang, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1) Menelusuri status UU menurut tahun penetapan;

2) Menyusun “Daftar Status Keberlakuan UU” (untuk tiap tahun);

3) Mengidentifikasi pasal-pasal dalam UU yang mengamanahkan peraturan
pelaksanaan (untuk tiap UU);

4) Mendata pasal-pasal yang terkait UU lain;

5) Menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanahkan UU (untuk tiap
UU);

6) Menelusuri putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan UU
(untuk tiap UU);

Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang-Undang, dengan uraian

tugas sebagai berikut:

1) Menerima berkas Permohonan Perkara Pengujian UU, melakukan rekap
perkara, permintaan dan data risalah, dan melakukan distribusi.

2) Penyusunan draft Keterangan DPR.

3) Penyusunan perbaikan Draft Keterangan DPR berdasarkan Perbaikan
Permohonan Perkara Pengujian UU.

4) Penyempurnaan Keterangan DPR, penyusunan executive summary, dan
pendampingan Tim Kuasa DPR RI.

Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan
Mahkamah Konstitusi dalam rangka penanganan perkara pengujian Undang-
Undang, dengan uraian tugas sebagai berikut;
1) Menghadiri sidang permohonan Perkara Mahkamah Konstitusi yang diujikan;
2) Membuat resume/info judicial atas Putusan/Ketetapan Perkara Mahkamah
Konstitusi yang diujikan.
12



o

Mengelola database perkara pengujian Undang-Undang, hasil putusan Mahkamah

Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan

Mahkamah Konstitusi.

I) Inventarisasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU yang dikaji;

2) Menyusun draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi:

3) Menyusun perbaikan draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi;

4) Penyempurnaan hasil Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi.



BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI

A. Analisis Kondisi

o

Kondisi Saat Ini

Dalam melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, analis
hukum Puspanlak UU melakukan berbagai uraian tugas yang dimulai dari menelusuri
status UU menurut tahun penetapan; hingga menelusuri putusan Mahkamah
Konstitusi yang terkait dengan UU (untuk tiap UU). Kondisi yang saat ini terjadi ialah
hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU masih tersebar dalam beberapa dokumen
per komisi dan tidak disimpan dalam sebuah sistem sehingga apabila Analis Hukum
maupun stakeholder Puspanlak UU membutuhkan data pemantauan peraturan
pelaksanaan dengan cepat, maka perlu waktu untuk menginventarisirnya kembali.
Begitu pula pada saat penyusunan TOR untuk pemantaun pelaksanaan UU. TOR
tersebut juga mencantumkan peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh undang-
undang. Kegiatan pencantuman tersebut tergantung pada ketersediaan dokumen
peraturan yang tersebar di internet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan
data yang cepat dan akurat mengenai hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU
sangatlah diperlukan. Sistem untuk menyimpan hasil pemantauan peraturan
pelaksanaan UU tersebut sudah mulai dibangun, namun masih terus membutuhkan
pembaruan dan optimalisasi supaya hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Kondisi yang Diharapkan

Adapun kondisi yang diharapkan dari program ini, yaitu :

a. Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang dapat
dijangkau oleh alat kelengkapan dewan, masyarakat, serta unit kerja terkait
lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, seperti :
- Biro Persidangan [

- Biro Persidangan 11

- Pusat Perancangan Undang-Undang

- Bagian Hukum

- Bidang Perpustakaan

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

b. Memasukkan dan memperbarui data mengenai Pemantauan Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang menjadi lebih mudah dan efisien

c. Tersedianya aplikasi khusus untuk dapat mengakses data dan informasi mengenai
Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang dapat selalu diperbarui

Gap Analysis
Di antara kondisi saat ini (existing condition) dan kondisi yang diharapkan (real
condition) terdapat isu-isu dalam gap atau jarak yang ada, berupa:
a. Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database penyimpanan Hasil
Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang menyebabkan kurangnya
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partisipasi publik untuk mengakses hasil pemantauan peraturan pelaksanaan
undang-undang.

b. Proses penyusunan TOR Pemantauan Pelaksanaan UU memakan waktu yang lebih
lama karena harus mencari seluruh peraturan pelaksanaan undang-undang dan
terdapat kemungkinan tidak ditemukannya data. Hal ini disebabkan karena belum
adanya dokumen undang-undang yang terintegrasi dengan seluruh peraturan
pelaksana yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut.

Pemilihan Isu

Setelah menemukan adanya isu-isu yang menyebabkan kondisi saat ini belum sesuai
dengan kondisi yang diharapkan, kemudian dipilih satu isu untuk kemudian dipecahkan
dengan berbagai kegiatan. Pemilihan isu dilakukan dengan metode USG, yaitu urgency,

seriousness, dan growth. Urgency menunjukkan seberapa mendesaknya suatu isu harus

dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousmess menunjukkan seberapa serius suatu
isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth menunjukkan
seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana
mestinya. Isu yang ada dinilai dengan skala nilai 1 untuk skala terendah dan nilai 5 untuk
skala tertinggi.

Isu yang Ditetapkan

Dari paparan di atas, maka dapat dilihat isu yang harus ditangani adalah belum
optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database penyimpanan hasil pemantauan
peraturan pelaksanaan undang-undang

Gagasan Pemecahan

Terhadap isu yang telah ditetapkan tersebut, gagasan yang diberikan sebagai
pemecahannya ialah dengan memperbarui sistem informasi di dalam website
https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan hasil pemantauan
peraturan pelaksanaan undang-undang

Proses Kegiatan

1. Deskripsi Aplikasi
Secara umum aplikasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini dapat
didefinisikan sebagai suatu perangkat lunak berbasis teknologi informasi yang
merupakan suatu sistem terintegrasi yang dapat membantu penyusunan dan
inventarisasi daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang dari Undang-Undang hasil
produk Alat Kelengkapan Dewan.

2. Pengguna Aplikasi
Adapun aplikasi ini ke depannya diharapkan dapat digunakan oleh Alat Kelengkapan
Dewan, Masyarakat, serta unit kerja terkait lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI, seperti :
- Biro Persidangan |
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- Biro Persidangan Il

- Pusat Perancangan Undang-Undang

- Bagian Hukum

- Bidang Perpustakaan

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

3. Prosedur input data ke dalam aplikasi

Web Pusat Panlak UU

Memasukkan Data Z o —
Pemantauan Peraturan ditampilkary »- > —
Pelaksanaan UU
3 I\
P —"\_—/\———-

S— ditampilkan 5 7~ Melihat Data UU,
Database UU 3 Polling Survey Kepuasan,
(JDIH)

N Y (7,
((((,i

User:

e AKD

e Unit Kerja Setjen dan BK
e Masyarakat

Melihat Data UU

Website DPR RI

Subyek Langkah | Kegiatan
User di Pusat Panlak UU | Memasukkan data Peraturan Pelaksanaan UU

melalui portal Aplikasi Puspanlak UU yang
terdiri dari:

- Pasal

- Ayat

- Bentuk Peraturan

- Nomor Peraturan

- Keterangan

(8]

Sistem Menampilkan Data Undang-Undang yang telah
dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaan di

halaman Website Pusat Panlak UU

16



Sistem 3 Menampilkan Data Undang-Undang yang telah
dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaan di
halaman Website DPR RI

User: 4 Melihat data UU yang telah dilengkapi

AKD, Unit Kerja Setjen Peraturan  Pelaksanaan di  halaman AKD

dan BK, Masyarakat Website DPR RI

User: 5 Melalui halaman Website Pusat Panlak UU,

AKD, Unit Kerja Setjen
dan BK, Masyarakat

user dapat:

- Melihat data UU yang telah dilengkapi
Peraturan Pelaksanaan

- Mengisi polling survei kepuasan pengunjung

- Mengisi komentar
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F. Jadwal Kegiatan

KEGIATAN AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4

Pengumpulan Data dan Informasi Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang

Penyusunan Hasil Pemantauan Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang

Pembaruan Aplikasi untuk tampilan Hasil
Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang

Ujicoba Aplikasi



G. Antisipasi Kendala

l.

Internal

Pelaksanaan tugas sehari-hari dari analis hukum ketika beban pekerjaan di unit kerja
sedang cukup padat. Solusi dari permasalahan tersebut ialah dengan pembagian
pekerjaan dengan tim secara proporsional. Selain itu melaksanakan Kkegiatan
aktualisasi secara efisien dengan memaksimalkan sumber daya waktu juga dapat
dijadikan solusi terhadap kendala internal tersebut.

Eksternal

Kendala dari pihak eksternal yang mungkin terjadi ialah proses pembaruan sistem
informasi oleh BDTI yang tidak sesuai dengan jadwal yang diharapkan. Solusi dari
kendala tersebut ialah dengan melakukan dan menjaga komunikasi secara rutin untuk
memantau progress pembuatannya.

H. Analisis Dampak

o

Dampak Jika Gagasan Tidak Dilaksanakan

Meskipun gagasan ini tidak dilaksanakan, kegiatan pemantauan peraturan pelaksanaan
undang-undang masih tetap bisa dilakukan namun analis hukum tidak memiliki sistem
yang terintegrasi untuk penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan
undang-undang yang terus diperbarui. Hal ini akan menyebabkan kesulitan apabila
dikemudian hari analis hukum membutuhkan data mengenai hasil pemantauan
peraturan pelaksanaan undang-undang untuk mendukung kinerja Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang secara umum.

Dampak Jika Gagasan Dilaksanakan

Jika gagasan ini dilaksanakan maka kegiatan pemantauan peraturan pelaksanaan
undang-undang berjalan lebih akuntabel, transparan serta terintegrasi karena adanya
sistem yang menunjang kinerja tersebut. Ke depannya dalam menjalankan tugas
profesinya analis hukum akan lebih mudah untuk mengakses hasil pemantauan
peraturan pelaksanaan undang-undang. Begitu juga dengan masyarakat umum
(publik).
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A.

1.

BAB IV
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pembangunan sistem informasi bernama “SIPANLAK UU™ dilakukan untuk
memecahkan permasalahan yang ada di unit Kerja Penulis. Pada saat sistem ini
diluncurkan nantinya. diharapkan pencarian data dan informasi mengenai Undang-
Undang serta Peraturan Pelaksanaannya menjadi lebih mudah, akuntabel, efektif, dan
efisien. Manfaat yang diharapkan tidak hanya dari unit kerja namun juga dapat dirasakan
oleh unit kerja lain, seperti Biro Persidangan I yang dapat menggunakan data dan
informasi yang terkumpul sebagai bahan dukungan kepada dewan dalam optimalisasi
fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.

SIPANLAK UU dapat diakses oleh publik dengan masuk ke website
https:/puspanlakuu.dpr.¢o.id dan mengklik kolom “SIPANLAK UU™ di bagian kanan
laman.

i

PENDUKUNG
SRR AW AKILAN RAKYAT
LiK INDONESTA

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Ploslpeens Lot fampemsipas 3

Gambar 1. Laman Puspanlak UU

Untuk melihat Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun KIlik *“Rekapitulasi UU
Berdasarkan Tahun” pada “SIPANLAK UU”

) v

BxD BERANDA TENTANG KAME - PROFIL - PRODUK - SIPENCRANN - VraAK LWL © “

Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun

(Tahun 1958 s/d 2018)

—EEDR
Gambar 2. Tampilan Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun Klik “Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun
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2. Untuk melihat Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan
Anggaran DPR RI Klik “Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan
Badan Anggaran DPR RI™ pada “SIPANLAK UU”

v @

Rekapitulasi UU dan Periak Pada Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR RI

(Tahun 1958 s/d 2018)

Lo | 1 |
(1062 w0 2078 » | [ : o
: | |
womeu 8 =
(1928 w1 2018 2 o
| I T
I | o : o
(1098 w1 2016) | . | »
Koomesi W " 2 os » 2
(1960 wid 2076 | 3
Womes ¥ o "
(1981 wa 2017} “ ‘ | $ IS ?
e ! |
Nl W “ | 2
(1068 wa 2017) |
g [5ies : s
(1958 33 2017) )
_ RN L . —~ - —

Gambar 3. Tampilan Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI

3. Untuk melihat Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan
Anggaran DPR RI Klik “Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi
dan Badan Anggaran DPR RI” pada “SIPANLAK UU”

> @ no» =

Hasil Pemantauan UU dan Perlak UU Pada Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPFR RI
(Tahun 1958 s/d 2018)

Grafik Hasil Pemantauan UU dan Perlak UU
 Kor .

lAnugamn

Gambar 4. Tampilan Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI



4. Untuk melihat Pemantavan Peraturan Pelaksanaan UU Klik “Pemantauan

Peraturan Pelaksanaan UU” dan Pilih Komisi (Contoh Komisi IX) pada
“SIPANLAK UU” - Selanjutnya tampilan akan di “/ink” kepada website
www.dpr.go.id pada halaman Undang-Undang — Komisi

womist 1x

Undang-Undang - Komisi IX

Gambar 5. Tampilan Layar SIPANLAK UU Berdasarkan Komisi

5. Pilih Undang-Undang (Contoh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang

Keperawatan
a. Untuk melihat Detail Klik “|[DETAIL]”

n L)

| N JUDUL UNDANG UNDANG TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA STATLS | RETERANGAN
| CENL TAMBARAN LEMBARAN NEGARA(TLYN)

Usndang. Usdang Nowmeor 3 Tahun
2014 tentang Keperawatan

ada taegyal 17 Dksober 2014, LN No N | Meagamansthan
3 Perans s Pemsersstah () Pasal). | Persuras Prevden (1 Pasal) |
Prrnuran Messtens () Pasal) 9 Peranran Mezaer: Kevehatm (9 Pasal)

Telah ditetsphsa:
} Pesanaran Presaden (1 Pasad), | Perataran Meaters (1 Pasal), § Peranaran
Memters Kesehatan (5 Pasal)

Bebam ditetaphae
3 Pevanaran Pemaerintah (3 Pasal). 0 Peraturan Presaden (0 Pasai)
Peranaran Menten: (0 Pasal). 1 Pezaruran Menters Keschatan (1 Pasal)

Perstursn Lam ditetaphan:

Gambar 6. Tampilan DETAIL Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan


http://www.dpr.go.id

b. Untuk melihat Perlak Klik “[PERLAK]”
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Gambar 7. T.lmpll.m PERLAK Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

¢. Untuk melihat Perlak yang belum ditetapkan Klik “[BELUM DlTETAPKAN]”
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Gambar 8. T.unpllan BELUM DITETAPKAN Und.m"-Und.m" Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kepemwamn

d. Untuk melihat Perlak yang sudah ditetapkan Klik “[DITETAPKAN]|”

e e > . o no» =
NO  PASAL & AVAT YANG DITINDAKLANIUTY PERATURAN PELAKSANAAN o KETERANGAN
DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN TERKAIT
e PERPRES PERMEN | KEPMEN PERATURAN |
KEPRES PERUNDANG | |
UNDANGAN | |
LAINNYA | l
T
Pasal dayae Perararan Messen Kesehatn | 1 UUNe |
No $0 Tabun 2016 vewtang 362009 |
Ketentuan bebuh lanyut mengena jenis Peraw et Pearvelengpatsan Pekenam ‘ tentarg
sebagamana dumakound pacs 2yt (1) dan ays (2) Asisten, Tenaga Kevehatan Keschatan
dustun dengan Peratuean Mentery 1 |
T e e AL | SRt
442009
Pacal 9 332t 6 Peatian Menters Kesehatm I teotmg Romah |
No 75 Tabim 2014 tevtwng | Sakit
Ketenruan leboh Lanyor atan Pusat Kesehatan Maswaeakat | |
Fanlitas Pelayanan Kesehatsn sebagas Wahans 3.UU No |
Prrdiddan duat dengan Peraturan Menters ang 362004
mem elengrarakan srusan pemeristaban & Scating Tomuga
Drdang peradidkan wetelah berkoordwas dens
e e ]
Pasal 23 Peratur s Mensers Kevebstan | [
No G202 MENKES 1481 |
Ketrmruan ebnls Lanpid raengreaas por o s Tataun 2010 venang L Das
dalasm Pevaruran Merters Peanrlergzanm Prairk ‘
Peranan
|
§ Pasal 2 ayaes Perturan Mesten No. 25 Pecarinsn Meeter:
Tatn 2014 estang Jabaten e
Jebdh Langut coengrmal tata (23 proses Futguonal Peranat dan Apacara Negua Dan

Gambar 9. Tampilan DITETAPKAN Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
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Pengerjaan “SIPANLAK UU” masih belum sempurna. Hal ini disebabkan karena
dibutuhkan validasi yang berkesinambungan terkait dengan data peraturan pelaksanaan
yang sudah diinput pada SIPANLAK UU. Keterlibatan seluruh pihak pada Puspanlak UU
sangat dibutuhkan untuk menjamin akuntabilitas data yang diinput. Namun Penulis
berkomitmen penuh untuk tetap menyelesaikan “SIPANLAK UU” sesuai dengan apa
yang telah direncanakan dan juga melaksanakan rencana jangka menengah serta jangka
panjang.

Pengumpulan Data dan Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Pembaruan Pembaruan Sistem Informasi Terintegrasi Website Puspanlak UU Untuk
Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang dimulai dengan mengumpulkan data
dan informasi peraturan pelaksanaan undang-undang. Daftar ini dibutuhkan sebagai bahan
awal untuk penyusunan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang. Pada
saat membuat rancangan aktualisasi, daftar undang-undang yang akan disajikan ialah
undang-undang yang disahkan dari tahun 2008-2018.

Tahapan pertama dalam kegiatan adalah Menelusuri undang-undang dari tahun 2008-
2018 di website https://dpr.go.id dan menyimpannya dalam satu folder. Selanjutnya tahap
kedua yaitu Meminta persetujuan Kepala Puspanlak UU mengenai Tabel Database yang

disetujui.


https://dpr.go.id

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI | (PERTAHANAN, LUAR NEGERI DAN INF ORMASI)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO DAFTAR STATUS UU

UNDANG-UNDANG BERLAKU TIDAK BERLAKL KETERANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Pongesahan ILO Convention No
185 Concerning Rovising The Seatarers
Identity  Documents onvention 1958
(Konvensi ILO No 185 Menge pn
Perubahan Dokumen \dentitas Pel.
Undang-Undang Nomor & Tah 2008
Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan
Larangan Penggunaan Bahan Kimis Sebagal
Senjata Kimia
Undang-Undang Nomor 11 Tanun 20
Tentang Informasi dan Transakss Eloktronk
{  UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan informasi Publik

8

]

Undang Undang Nomor 15 tahun 2008 v
Tentang Pengesahan Treaty On Mutual
Legal Assitance In Criminal

Matters(Perjanjian Tentang Bantusn Timbal

Batik Dalam Masalah Pidana)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 v
Tentang Pengesabhan Charter Of The
Association Of Southeast Asian Nations

(Piagam Pertumpunan Bangsa Bangsa Asia

Tenggara)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 v
Tentang Wilayah Negara

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI IX (KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN)

1
TAHUN 2008 S.D 2018 P
DAFFAR SEALES ‘#JDA!\ KETERANGAN
o O
UNDANG-UNDANG BERLAKU BERLAKU
g Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan v
g Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Vv

@ Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Dan Pembangunan Keluarga

9 Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Jaminan Sosial v

9 Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan

f v
0g Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kesohatan y
36 Tahun 2014 rentang Tonaga v
r 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan v
15 Tahun 2016 tentang Pengesahan
2006 (Pengesahan Konvens: v
ahun 2017 tentang Perlindungan v
2018 tentang
ntang v
18 tentang Kekarantnaan v
12 0

Gambar 10. Tabel Database Daftar Status UU Komisi I dan Komisi IX DPR RI Tahun 2008-2009 (Contoh)

Undang-undang yang telah dikumpulkan lalu ditabulasi dalam sebuah tabel untuk
kemudian menjadi sebuah daftar. Tabulasi tersebut dilakukan dengan membuat kolom
bidang undang-undang, Komisi yang membidanginya, dan keterangan mengenai status
dari undang-undang tersebut. Pembuatan kolom tersebut diperlukan untuk mengetahui
mitra kerja dari Komisi atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap undang-undang
tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui status jika telah ada perubahan atau pencabutan
terhadap undang-undang tersebut atau juga jika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang
menyatakan adanya ketentuan yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak
mengikat secara hukum. Tabel tersebut telah disetujui oleh Mentor (lihat Lampiran )
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untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi. Persetujuan dari Kepala
Puspanlak UU telah diberikan pada tanggal 2 Agustus 2018.

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada
kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas
Kegiatan ini dilakukan dengan sumber pengambilan data yang jelas, terpercaya
dan konsisten, yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang
dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RL
Etika Publik
Penulis mengedepankan nilai-nilai sopan santun pada saat pelaporan progress

o

kegiatan sehingga mendapatkan data undang-undang yang lebih tepat.
3. Komitmen Mutu
Dengan pengambilan data melalui laman internet, maka Penulis melakukannya
dengan efektif dan efisien. Penulis tidak perlu mengeluarkan waktu dan tenaga
yang banyak karena tidak menelusuri dokumen fisik satu persatu.
4. Pelayanan Publik
Pengumpulan undang-undang yang tidak memilih-milih bidang akan memberikan
pelayanan yang baik kepada publik secara keseluruhan, mulai dari bidang
pertahanan hingga bidang keuangan.
5. Whole of Government
Dengan terbukanya seluruh bidang undang-undang dan berbagai jenis masyarakat,
maka akan mencakup keseluruhan unsur-unsur yang berkepentingan atau terlibat
dari undang-undang.
6. Manajemen ASN
Pada saat menelurusi undang-undang tiap tahunnya, Penulis menjadi lebih
mengetahui mengenai undang-undang yang sudah ditetapkan dan berlaku di
Indonesia. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kompetensi dari Penulis.
Kegiatan pembuatan daftar undang-undang ini menguatkan nilai-nilai profesional
(menggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis), integritas (konsisten dalam
menginventarisasi undang-undang), dan akuntabel (menggunakan sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan) yang dianut oleh instansi.

Penyusunan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Kegiatan penyusunan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dibagi
menjadi 3 (tiga) tahap yaitu : Mempelajari isi undang-undang untuk menyusunnya sesuai
dengan bidang komisi, Melakukan pencarian mengenai Peraturan Pelaksanaan apa saja
yang sudah diterbitkan sesuai dengan bidang komisi dan memasukkannya ke dalam tabel
manual, serta Mentabulasi tabel hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU dan
membaginya menjadi 2 (dua) jenis tabel, yaitu Tabel 1 (Daftar Status dan Rekapitulasi
Undang-Undang) dan Tabel 2 (Lampiran Rekapitulasi Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang). Kegiatan penyusunan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang telah dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga bulan Agustus 2018



Gambar 11. Tabel 1 (Daftar Status dan Rekapitulasi Undang-Undang) UU Komisi IX DPR RI Tahun 2008 -
2018
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Gambar 12. Tabel 2 (Lampiran Rekapitulasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang) UU Komisi IX DPR RI
Tahun 2008 - 2018



Pada tanggal 9 Agustus, Mentor memberikan arahan koreksi ulang data hasil
pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang sudah disusun sebelumnya, hal
ini untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar sudah tervalidasi. Mentor juga
memberikan arahan untuk segera berkoordinasi dengan BDTI Setjen dan BK DPR RI
untuk pembaruan aplikasi.

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada
kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas
Penulis menyusun hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dengan
memiliki kejelasan target, bertanggung jawab serta melakukan validasi atas data
yang dimiliki.

o

Nasionalisme
Melalui arahan Mentor, Penulis juga melibatkan rekan-rekan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang untuk ikut serta dalam penyusunan hasil pemantauan
peraturan pelaksanaan undang-undang ini tanpa membeda-bedakan.
3. Etika Publik
Dalam melaksanakan penyusunan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undnag-
undang serta membagi tabel hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU dan
membaginya menjadi 2 (dua) jenis tabel, yaitu Tabel 1 (Daftar Status dan
Rekapitulasi Undang-Undang) dan Tabel 2 (Lampiran Rekapitulasi Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang) Penulis selalu menerapkan nilai-nilai hormat, sopan,
taat pada peraturan, integritas tinggi serta mengedepankan arahan pimpinan yang
sckaligus merupakan mentor penulis
4. Komitmen Mutu
Hasil data pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang disusun penulis
terus divalidasi keabsahan datanya untuk menjamin mutu dari output yang
dihasilkan.
5. Pelayanan Publik
Dalam melaksanakan tahapan kegiatan ini penulis selalu berusahan bekerja sesuai
dengan prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif dan mengikuti etika serta etiket.
Kegiatan perumusan daftar pertanyaan ini menguatkan nilai-nilai profesional
(menggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis), integritas (konsisten dalam
menginventarisasi undang-undang), dan akuntabel (menggunakan sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan) yang dianut oleh instansi.

Pembaruan Aplikasi untuk tampilan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang

Kegiatan ini terbagi menjadi 2 (dua) tahap. Pada tahap awal, Penulis Melakukan
diskusi dan konsultasi dengan BDTI untuk memperbarui sistem informasi. Dan pada
tahap kedua yaitu meminta persetujuan Kepala Puspanlak UU. Rapat dengan BDTI
dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2018, hasil pada rapat
tersebut yaitu Judul pada rekapitulasi di website dpr.go.id yang berbunyi : “Rekapitulasi
UU dan Perlak Berdasarkan Komisi-Komisi DPR RI” diganti menjadi “Rekapitulasi UU
dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI” serta hasil pemantauan
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peraturan pelaksanaan undang-undang yang sebelumnya tampilannya ada di website DPR
RT agar dimunculkan dan dilink ke website Puspanlak UU.

Rapat selanjutnya tanggal 16 Agustus 2018 menghasilkan saran yaitu : Input data
informasi peraturan pelaksanaan undnag-undang merupakan kewenangan Puspanlak UU
sehingga Tusi Puspanlak UU dalam penginputan data harus diperkuat.

Rapat selanjutnya dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2018 dimana Kepala Puspanlak
UU memberikan arahan supaya validasi data hasil pemantauan peraturan pelaksanaan
undang-undang dan terus melaksanakan koordinasi dengan BDTI Setjen dan BK DPR RI
untuk memperbarui tampilan.

&3

T

Gambar 13. Undangan Rapat BDTI

Rapat tidak hanya dihadiri oleh Pranata Komputer Madya sebagai pihak yang
berkompeten untuk membangun sistem informasi tetapi juga oleh seluruh analis hukum
sebagai sarana sosialisasi terhadap sistem informasi yang nantinya akan diasuh bersama.
Meskipun ini merupakan proyek aktualisasi dalam rangkan Latsar CPNS Golongan III,
namun Penulis dan Mentor memiliki komitmen penuh untuk terus melanjutkan proyek ini.
Dengan mengharapkan data dan informasi yang banyak terkumpul, Penulis akan bekerja
sama dengan rekan-rekan analis hukum untuk dapat mengasuh SIPANLAK UU untuk
kepentingan bersama.

Pada setiap akhir rapat, maka Penulis bersama dengan rekan membuat Laporan
Singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban telah dilakukannya kegiatan. Dokumen
lengkap undangan, daftar kehadiran, dan laporan singkat untuk setiap rapat dilampirkan
bersama dengan Laporan ini dalam Lampiran.



Gambar 4. Rapat dengan BDTI
Setelah rekan Pranata Komputer Madya membuat “rumah™ untuk SIPANLAK UU
dan menjadikan status Penulis sebagai “Admin Super” dalam sistem tersebut, maka
Penulis dapat melakukan peng-input-an data. Selain itu Penulis juga dapat melakukan
perubahan atau penghapusan data.

Gambar 15. Laman Admin Web
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Gambar 16. Laman "EDIT"
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Gambar 17. Tampilan Konten SIPANLAK UU yang disetujui Berdasarkan Arahan Kepala Puspanlak
uu

Sistem informasi ini tidak hanya bermanfaat untuk Puspanlak UU namun juga
diharapkan akan dijadikan sebagai alat bagi Anggota DPR RI pada khususnya dalam
melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang. Oleh karena SIPANLAK
UU menjalankan fungsi representatif dari Anggota DPR RI. maka sistem harus dibangun
dengan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut yang menjadikan tahapan kegiatan ini
dilakukan berkali-kali dan sistem harus dilakukan uji publik yang tidak cukup hanya
sekali.

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada
kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas
Adanya daftar kehadiran dan laporan singkat untuk tiap rapat sebagai bentuk
pertanggungjawaban dan transparansi.

Etika Publik
Pada saat berdiskusi dalam forum rapat, Penulis senantiasa memperhatikan etika

2

dalam mendengar dan menyampaikan pendapat dengan santun. Begitu pula ketika
Penulis berkomunikasi langsung ke rekan dari BDTI melalui aplikasi Whatsapp
dengan kalimat yang santun dan beretika.

3. Komitmen Mutu
SIPANLAK UU terus mengalami perbaikan yang disampaikan dalam berbagai
rapat untuk menjaga mutu atau kualitas dari kinerja Puspanlak UU.
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4. Whole of Government
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, tidak hanya internal
Puspanlak (analis hukum dan bagian tata usaha) namun juga Keterlibat bagian lain,
BDTI merupakan salah satu struktur di dalam Pusat Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR R
Kegiatan pembaruan aplikasi dengan menyelenggarakan rapat kdengan BDTI ini
menguatkan nilai-nilai religius (salam saat dimulai rapat atau mengemukakan pendapat),
akuntabel (terdapat daftar kehadiran dan laporan singkat), profesional (keterlibatan para
pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing) dan integritas (menghasilkan output
yang tervalidasi dengan baik) yang dianut oleh instansi.

Updating Data Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (Tahun
2008-2018)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 tahap yaitu Meminta persetujuan Kepala
Puspanlak UU serta Berkoordinasi dengan Staf Puspanlak UU untuk mengisi aplikasi
dengan data Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU. Pada tanggal 12 September 2018
Kepala Puspanlak UU memberikan saran yaitu agar updating data hasil pemantauan
peraturan pelaksanaan undang-undang harus terus dicroscek dan validasi keabsahan
datanya. Hal ini untuk akuntabilitas data yang ditampilkan.

Gambar 8. Arahan Mentor
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Gambar 19. Penginputan Data
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Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada
kegiatan ini adalah:
1. Akuntabilitas
Penginputan data-data berdasarkan sumber yang jelas, yaitu hasil pemantauan
peraturan pelaksanaan undang-undang yang sudah dilaksanakan oleh Puspanlak
UU secara manual.
Nasionalisme

(8]

Dalam melaksanakan kegiatan input data, Penulis berdasarkan arahan Kepala
Puspanlak UU mengikutsertakan seluruh Analis Hukum Puspanlak UU untuk
melakukan penginputan data tanpa membeda-bedakan.

3. Komitmen Mutu
Dalam melakukan penginputan penulis berhati-hati dan terus melakukan validasi
data untuk memastikan data yang masuk sudah sesuai dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam bekerja Penulis juga menerapkan prinsip efisiensi
dan efektifitas kinerja

4. Whole of Government
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan rekan di Puspanlak UU

Kegiatan penginputan data undang-undang ke dalam sistem informasi ini menguatkan
profesional (keterlibatan pihak lain sesuai dengan kompentensinyadan akuntabel (sumber
data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan) yang dianut oleh instansi.

Uji Coba Aplikasi

Kegiatan Uji Coba aplikasi dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap yaitu Melakukan
koordinasi dengan Sub Bagian TU Puspanlak UU untuk menjadwalkan Uji Coba Aplikasi
serta dengan Menyiapkan materi pembahasan dalam Uji Coba Aplikasi. Kegiatan Uji
Coba aplikasi dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018. Pada kegiatan tersebut
dilaksanakan Uji Coba tampilan tabel I dan II aplikasi SIPANLAK UU dalam website
Puspanlak UU telah dilaksanakan. Selanjutnya rekomendasi perubahan tampilan pada
menu Undang-Undang dalam SIPANLAK UU pada UU yang tidak mengamanatkan
peraturan pelaksanaan. Untuk UU yang tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
hanya menampilkan pilihan DETAIL saja.



Gambar 20. Undangan Kegiatan Uji Coba
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Gambar 21. Materi Uji Coba Aplikasi



Gambar 23. Arahan Mentor 2

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada
kegiatan ini adalah:

=
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19

Akuntabilitas

Terdapat daftar kehadiran dan laporan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban
telah dilaksanakan kegiatan Uji Coba Aplikasi.

Etika Publik

Penulis bersikap dan bertutur kata yang etis pada saat pelaksanaan Uji Coba
Aplikasi

Komitmen Mutu

SIPANLAK UU terus mengalami perbaikan yang disampaikan dalam berbagai
rapat untuk menjaga mutu atau kualitas dari kinerja Puspanlak UU.

Whole of Government

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pihak-pihak lain  yaitu Analis Hukum
Puspanlak UU.

Rangkaian kegiatan Uji Coba SIPANLAK UU ini menguatkan nilai-nilai akuntabel
(adanya daftar kehadiran dan laporan singkat diskusi) dan profesional (keterlibatan pihak
lain sesuai dengan kompentensinya). dan yang dianut oleh instansi.
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Pelaksanaan Undang-
Undang
Penyusunan Hasil
Pemantauan Peraturan
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A.

BAB V
KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Kesimpulan

Penulis telah melaksanakan kegiatan ini dengan oufput utama berupa sistem informasi
peraturan pelaksanaan undang-undang, yang dinamakan SIPANLAK UU. Sistem tersebut
terintegrasi di dalam website Puspanlak, yaitu https://puspanlakuu.dpr.go.id dan dapat

diakses oleh masyarakat luas. Sistem informasi tersebut dapat terbangun dengan adanya
kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pihak internal di unit Puspanlak
UU maupun pihak eksternal di unit kerja lainnya. SIPANLAK UU dapat meningkatkan
kinerja Puspanlak UU menjadi lebih akuntabel, efisien, dan efektif dalam membantu kerja
DPR RI di fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Penulis melakukan tiap tahapan kegiatan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar dari
seorang ASN, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan
Anti-Korupsi dan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yaitu Manajemen ASN,
Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Tanpa internalisasi nilai-nilai tersebut ke
dalam tiap tahapan, maka kegiatan ini tidak akan menghasilkan output yang bermutu dan
dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi Penulis tidak akan seutuhnya menjadi ASN
yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam pelayanan negara kepada rakyatnya.

Tindak Lanjut

Kegiatan aktualisasi ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan teknis.
Oleh karena itu Penulis berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah
terlaksana berdasarkan arahan dari pimpinan di unit kerja Penulis. Selain itu, Penulis juga
berkomitmen untuk meneruskan kegiatan dalam rencana jangka menengah dan jangka
panjang hingga akhirnya SIPANLAK UU siap untuk diluncurkan kepada publik.
Penginputan data dan informasi hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang
akan terus dikerjakan secara berkesinambungan tiap tahunnya. Oleh karena itu Penulis
akan melakukan koordinasi dan kerjasama yang optimal dengan rekan kerja analis hukum
lainnya.


httPs://pLisDanlakuu.dDr.go.id
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama . Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.

NIP : o 199202222018011001

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Hukum

Isu : Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database
penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-
undang

Gagasan : Memperbarui sistem informasi di dalam website

https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan
o
hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Pengumpulan Data dan Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/
Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan: _ ,
I. Menelusuri undang-undang ) Af)iS't‘*\b LB \
dari tahun 2008-2018 di | ~ ¥
website https://dpr.go.id dan '

menyimpannya dalam satu Q@’%Eﬁ\{ uay) M(\TS«K W\?[qk‘wh\m Z)Q—lq?)
Slgy pembarnan ST ap g pemanfae

2. Meminta persetujuan

Kepala Puspanlak UU ?emt\/\(“f\ \ael‘]Ké"\(\C\C\ﬂ u{\:{o\rﬁvua{,\ﬁ

Output Kegiatan Terhadap th ja,ﬁc\\{dusuﬂ' J\%S"l‘\\h(\

Pemecahan Isu:

I. Dokumen: file undang- é@r\\ju(\ W\g\‘ F?mqnﬁw\[\ Pe”\é'\f"\(\

undang ; :
2. Tabel database yang P([ ‘(SA(\ 41\ uf\“\ﬂ “u(\c\a\

disetujui U‘W\? e\‘"\f\h C\\\C\)q’\ ) 5¢ \A[W\jr\

Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan:
. Komitmen Mutu (efektivitas
dan efisiensi, inovasi,

berorientasi pada mutu)
2. Akuntabilitas (tanggung
jawab,  jujur,  kejelasan



https://puspanlakuii.dpr.go.id
https://dpr.go.id
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Nama
NIP 199202222018011001
Unit Kerja
Jabatan Analis Hukum
[su
undang
Gagasan Memperbarui

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database

penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-

sistem informasi di dalam

website

https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan
hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Penyusunan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/
Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan:
I. Mempelajari isi undang- }

undang untuk menyusunnya
sesuai  dengan bidang
komisi

Melakukan pencarian
mengenai Peraturan
Pelaksanaan apa saja yang
sudah  diterbitkan  sesuai
dengan bidang komisi dan
memasukkannya ke dalam
tabel manual

Mentabulasi  tabel  hasil
pemantauan peraturan
pelaksanaan uu dan
membaginya menjadi 2
(dua) jenis tabel, yaitu Tabel
| (Daftar Status dan

Rekapitulasi Undang-
Undang) dan Tabel 2
(Lampiran Rekapitulasi
Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang)
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https://puspanlakuu.dpr.go.id

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Tanggal/
Paraf Mentor

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu:

I. Hasil Pemantauan Peraturan

Pelaksanaan UU dipisahkan

sesuai  dengan  bidang

Komisi

Data Pemantauan peraturan

pelaksanan UU

3. Tabel database yang
disetujui

]

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

. Nasionalisme (Tidak
diskriminatif dan
mengikutsertakan semua

rekan sejawat)

2. Etika Publik (hormat, sopan,
taat pada peraturan,
integritas tinggi)

3. Akuntabilitas (tanggung

jawab,  jujur, kejelasan
target, transparan)

4. Pelayanan Publik (sesuai
dengan prinsip pelayanan
publik yaitu partisipatif dan
mengikuti etika serta etiket)

Kontribusi  terhadap Tusi

Organisasi:
Membantu Misi Pusat
Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang pada poin ke
empat yaitu :

“Mewujudkan kualitas hasil
pemantauan terhadap
peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang




Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Tanggal/
Paraf Mentor

profesional, tepat waktu,
akuntabel, dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:

.

2.
3.
4

Religius
Akuntabel
Profesional
Integritas




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama . Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.

NIP : o 199202222018011001

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Hukum

Isu : Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database
penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-
undang

Gagasan . Memperbarui sistem informasi di dalam website

https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan
hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Pembaruan Aplikasi untuk tampilan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/
Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: \ Q
0
I. Melakukan diskusi dan 5_ /\T\S{MS 1 l()

konsultasi dengan BDTI \ )‘V\%\ p‘HC\ Reﬁf\t\z\lf\é\ Cl\' Y

untuk memperbarui sistem : .
infformasi ’ (Penamba:mn \/\/gbﬁ\te DPK R‘ jc\(‘j b@b"‘nj\ \6/ ..%lﬂ

Jumlah  Rekapitulasi UU

dan UU yang diuji MK) “R@b\r)\ﬁ»\\/\é\ \J{\A Ql‘\ﬂ P?/ MK
2. Meminta persetujuan \7()/—“\56‘\“60\(\ an\s\\ \F:Um\.s\.

Kepala Puspanlak UU
Ay .. ; oy T §
Output Kegiatan Terhadap O? R R\ é\jd{\ 6 Wny\t\\
Pemecahan Isu: \ KQF\O\P\{-\’\MS\ \/\\,\ C\c\(\ ?@[4 K

[. Daftar Hadir dan Laporan

Singkat Rapat Pc\c\ A Fomy ~Komj 3& lan

2. Tampilan  Konten yang

disetujui %%\6\(\ A(\jja((\(\ NES R‘ "

Keterkaitan Substansi Mata 5 . H%-\\ @emr\(\h\,mr\ Q(m{\)\fﬂ(\

Pelatihan:

I. Akuntabilitas (tanggung @(\C\K‘SAY\N\(\ MMA, AU(\Q\;\(\
jawab,  jujur, kejelasan yfmﬁ %L((V\mnju\ {"\m(\ Ianﬂjl

target, transparan)



https://puspanlakuLi.dpr.go.id

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Tanggal/
Paraf Mentor

2. Etika  Publik (hormat,
sopan, taat pada peraturan,
integritas tinggi)

3. Komitmen Mutu
(efektivitas dan efisiensi,
inovasi, berorientasi pada

mutu)

4. Whole of  Government
(meminta serta
mendapatkan arahan,

koordinasi dan kolaborasi
dengan pimpinan maupun
rekan sejawat)

Kontribusi terhadap Tusi
Organisasi:

Membantu Misi Pusat
Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang pada poin ke
empat yaitu :
“*Mewujudkan
pemantauan

kualitas  hasil

terhadap
pelaksanaan
Undang-Undang yang
profesional, tepat waktu,
akuntabel, dan sesuai ketentuan

peraturan

peraturan perundang-

undangan.”
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Penguatan Nilai Organisasi:
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Akuntabel
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama . Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.

NIP o 199202222018011001

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Hukum

Isu :  Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database
penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-
undang

Gagasan : Memperbarui sistem informasi di dalam website

https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan
hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Updating Data Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (Tahun
2008-2018)

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/
Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan:

I. Meminta persetujuan \’l S(fkmbef %[B

Kepala Puspanlak UU

y/
2. Berkoordinasi dengan Staf ' \ ,
erkoordinasi UUn an a \.A?c‘dhﬂ c\ﬂ,t?’\ ht{S\\ Wmd(\tkwl\r\

Puspanlak untuk

mengisi aplikasi dengan ?fmw\ W[ﬂkgé\nﬂqﬁ WM“)\_W\:‘@ \?.} ‘(20@

data Pemantauan Peraturan

Pelaksanaan UU &\Q(w) {€/\;\5 &{L[os(pk ellk(\
Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu: \/Q\\C‘\':\>\ *Q‘\bS‘\\/\O blf\‘t%(\ q-
I. Persetujuan untuk mengisi H‘\\ \Y\\ U\(\é\/\K 4'{(/\{\{_7\b\\\b5

data pemantauan peraturan
pelaksanaan UU A‘\%”\ an .

2. Aplikasi mulai diisi dengan j 5 O\hhmp\l}q\{\
Data Pemantauan Peraturan
Pelaksanaan UU

Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan:

[. Akuntabilitas (tanggung
jawab,  jujur, kejelasan
target, transparan)

2. Nasionalisme (Tidak



https://puspanlakuu.dpr.go.id

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Tanggal/
Paraf Mentor

diskriminatif dan
mengikutsertakan semua
rekan sejawat)

3. Komitmen Mutu
(efektivitas dan efisiensi,
inovasi, berorientasi pada

mutu)

4. Whole  of  Government
(meminta serta
mendapatkan arahan,

koordinasi dan kolaborasi
dengan pimpinan maupun
rekan sejawat)

Kontribusi  terhadap Tusi

Organisasi:
Membantu Misi Pusat
Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang pada poin ke
empat yaitu :
“Mewujudkan  kualitas hasil

pemantauan terhadap
peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang

profesional,  tepat  waktu,
akuntabel, dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:
I. Akuntabel
2. Profesional




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama

NIP

Unit Kerja
Jabatan

Isu

Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
199202222018011001

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Analis Hukum

Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database

penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-

undang

Gagasan

Memperbarui

sistem informasi di dalam

website

https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan
hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Uji Coba Aplikasi

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Tanggal/
Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan:

. Melakukan koordinasi

dengan Sub Bagian TU
Puspanlak uu untuk
menjadwalkan  Uji  Coba
Aplikasi

2. Menyiapkan materi
pembahasan  dalam  Uji

Coba Aplikasi

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:
I. Tanda terima undangan

2. Dokumen: materi
pembahasan

Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan:

I. Etika  Publik  (hormat,

sopan, taat pada peraturan,
integritas tinggi)

2. Whole of  Government
(meminta serta
mendapatkan arahan,
koordinasi dan kolaborasi

dengan pimpinan maupun
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https://puspanlakuu.dpr.go.id

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Tanggal/
Paraf Mentor

rekan sejawat)

3. Akuntabilitas (tanggung
Jawab,  jujur, kejelasan
target, transparan)

4. Komitmen Mutu

(efektivitas dan efisiensi,
inovasi, berorientasi pada

mutu)
Kontribusi  terhadap Tusi
Organisasi:
Membantu Misi Pusat
Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang pada poin ke
empat yaitu :
“Mewujudkan kualitas hasil

pemantauan terhadap
peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang
profesional, tepat waktu,
akuntabel, dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-

undangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:
I.  Akuntabel
2. Profesional




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama : Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.

NIP : o 199202222018011001

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Hukum

Isu : Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database
penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-
undang

Gagasan : Memperbarui sistem informasi di dalam website

https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan
hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Pengumpulan Data dan Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Tanggal/
Paraf Coach

Tahapan Kegiatan: : ;
I. Menelusuri undang-undang —K—QK‘V\KQ(\ \\)\\Q\‘V\\\C\\ t{b«ﬂh&l\bs,
dari tahun 2008-2018 di e@ \fq P“\b\\k l p)m\tw\e(\ VY\H{\4 \

website https://dpr.go.id dan

menyimpannya dalam satu k[ﬂja{\‘w\ P\.\b[\k\ ‘\/holfbf

folder
2. Meminta persetujuan 60 an N(\t
Kepala Puspanlak UU

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu:

I. Dokumen: file undang-
undang

2. Tabel database yang
disetujui

Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan:

1. Komitmen Mutu (efektivitas
dan  efisiensi,  inovasi,
berorientasi pada mutu)

2. Akuntabilitas (tanggung
jawab,  jujur,  kejelasan



https://puspanlakuu.dpr.go.id
https://dpr.go.id

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Coach

Tanggal/
Paraf Coach

target, transparan)

Etika Publik (hormat, sopan,

taat pada peraturan,

integritas tinggi)

4. Anti Korupsi (ujur,
sederhana, berani, adil)

5. Pelayanan Publik (sesuai
dengan prinsip pelayanan
publik yaitu partisipatif dan
mengikuti etika serta etiket)

6. Whole  of  Government
(meminta serta
mendapatkan arahan,
koordinasi dan kolaborasi
dengan pimpinan maupun
rekan sejawat)

(OS]

Kontribusi  terhadap Tusi
Organisasi:

Membantu Misi Pusat
Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang pada poin ke
empat yaitu :

“Mewujudkan  kualitas hasil

pemantauan terhadap
peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang

profesional, tepat waktu,
akuntabel, dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:
I.  Profesional

2. Integritas

3. Akuntabel




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.

NIP 199202222018011001

Unit Kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan Analis Hukum

[su Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database
penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-
undang

Gagasan Memperbarui sistem informasi di dalam

website

https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan

hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Penyusunan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Coach

Tanggal/
Paraf Coach

Tahapan Kegiatan:

[

Mempelajari  isi undang-
undang untuk menyusunnya

sesuai  dengan  bidang
komisi

Melakukan pencarian
mengenai Peraturan

Pelaksanaan apa saja yang
sudah  diterbitkan  sesuai
dengan bidang komisi dan
memasukkannya ke dalam
tabel manual

Mentabulasi  tabel hasil
pemantauan peraturan
pelaksanaan uu dan
membaginya menjadi 2
(dua) jenis tabel, yaitu Tabel
I (Daftar Status dan
Rekapitulasi Undang-
Undang) dan Tabel 2
(Lampiran Rekapitulasi
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang)

Tekan ke f\;\“\‘ ‘Y\([a\'
Autabltns  egomliope

ChF publik, Pefajar\m P\



https://puspanlakuu.dpr.go.id

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Coach

Tanggal/
Paraf Coach

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu:

I. Hasil Pemantauan Peraturan
Pelaksanaan UU dipisahkan
sesuai  dengan  bidang
Komisi

2. Data Pemantauan peraturan
pelaksanan UU

3. Tabel database yang
disetujui

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

I. Nasionalisme (Tidak
diskriminatif dan
mengikutsertakan semua

rekan sejawat)

Etika Publik (hormat, sopan,
taat pada peraturan,
integritas tinggi)

3. Akuntabilitas (tanggung

[§9)

jawab,  jujur,  kejelasan
target, transparan)

4. Pelayanan Publik (sesuai
dengan prinsip pelayanan
publik yaitu partisipatif dan
mengikuti etika serta etiket)

Kontribusi terhadap Tusi

Organisasi:
Membantu Misi Pusat
Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang pada poin ke
empat yaitu :

“Mewujudkan  kualitas hasil
pemantauan terhadap
peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang




Penyelesaian Kegiatan

Catatan Coach

Tanggal/
Paraf Coach

profesional, tepat waktu,
akuntabel, dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:

1. Religius

2. Akuntabel
3. Profesional
4. Integritas




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama . Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.

NIP :199202222018011001

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Hukum

[su : Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database
penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-
undang

Gagasan : Memperbarui sistem informasi di dalam website

https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan
hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Pembaruan Aplikasi untuk tampilan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Tanggal/
Paraf Coach

Tahapan Kegiatan:

I. Melakukan diskusi dan
konsultasi dengan BDTI
untuk memperbarui sistem -
informasi (Penambahan O K
Jumlah  Rekapitulasi UU
dan UU yang diuji MK)

2. Meminta persetujuan
Kepala Puspanlak UU

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu:

I. Daftar Hadir dan Laporan
Singkat Rapat

2. Tampilan Konten yang
disetujui

Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan:

[.  Akuntabilitas (tanggung
jawab,  jujur, kejelasan
target, transparan)



https://puspanlakuu.dpr.go.id

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Coach

Tanggal/
Paraf Coach

2. Etika  Publik  (hormat,
sopan, taat pada peraturan,
integritas tinggi)

3. Komitmen Mutu
(efektivitas dan efisiensi,
inovasi, berorientasi pada

mutu)

4. Whole  of  Government
(meminta serta
mendapatkan arahan,

koordinasi dan kolaborasi
dengan pimpinan maupun
rekan sejawat)

Kontribusi  terhadap Tusi

Organisasi:

Membantu Misi Pusat
Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang pada poin ke
empat yaitu :

“Mewujudkan  kualitas hasil
pemantauan terhadap
peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang

profesional,  tepat waktu,
akuntabel, dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:
I. Religius

2. Akuntabel
3. Profesional
4. Integritas




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama . Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.

NIP : o 199202222018011001

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Hukum

[su : Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database
penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-
undang

Gagasan : Memperbarui sistem informasi di dalam website

https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan
hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Updating Data Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (Tahun
2008-2018)

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Tanggal/
Paraf Coach

Tahapan Kegiatan:

I. Meminta persetujuan T{H{\ﬁ(\ r\r\\A\ \(\\\”\\l quWL\ ((@)
Kepala Puspanlak UU nd S-\OM\'\sYV\Q ‘ PCom\J( "\ “%'\l

2. Berkoordinasi dengan Staf
Puspanlak ~ UU  untuk ‘/\/‘\D‘K OJV 30 \/{’((\W(\t
mengisi  aplikasi  dengan
data Pemantauan Peraturan
Pelaksanaan UU

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu:

[. Persetujuan untuk mengisi
data pemantauan peraturan
pelaksanaan UU

2. Aplikasi mulai diisi dengan
Data Pemantauan Peraturan
Pelaksanaan UU

Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan:

I.  Akuntabilitas (tanggung
jawab,  jujur, kejelasan
target, transparan)

2. Nasionalisme (Tidak



https://puspanlakuu.dpr.go.id

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Coach

Tanggal/
Paraf Coach

diskriminatif dan
mengikutsertakan semua
rekan sejawat)

3. Komitmen Mutu
(efektivitas dan efisiensi,
inovasi, berorientasi pada

mutu)

4. Whole  of  Government
(meminta serta
mendapatkan arahan,

koordinasi dan kolaborasi
dengan pimpinan maupun
rekan sejawat)

Kontribusi  terhadap Tusi

Organisasi:
Membantu Misi Pusat
Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang pada poin ke
empat yaitu :
“Mewujudkan kualitas hasil

pemantauan terhadap
peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang

profesional,  tepat  waktu,
akuntabel, dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:
I.  Akuntabel
2. Profesional




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama . Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.

NIP : o 199202222018011001

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Hukum

[su : Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database
penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-
undang

Gagasan : Memperbarui sistem informasi di dalam website

https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan
hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Uji Coba Aplikasi

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Tanggal/
Paraf Coach

Tahapan Kegiatan:

. Melakukan koordinasi
dengan Sub Bagian TU OK
Puspanlak uu untuk
menjadwalkan  Uji  Coba

Aplikasi

2. Menyiapkan materi
pembahasan  dalam  Uji
Coba Aplikasi

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:
I. Tanda terima undangan

2. Dokumen: materi
pembahasan

Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan:

. Etika  Publik  (hormat,
sopan, taat pada peraturan,
integritas tinggi)

2. Whole  of  Government
(meminta serta
mendapatkan arahan,
koordinasi dan kolaborasi
dengan pimpinan maupun



https://puspanlakiiii.dpr.go.id

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Coach

Tanggal/
Paraf Coach

rekan sejawat)

Akuntabilitas (tanggung

jawab,  jujur, kejelasan

target, transparan)

4. Komitmen Mutu
(efektivitas dan efisiensi,
inovasi, berorientasi pada

(U%)]

mutu)
Kontribusi terhadap Tusi
Organisasi:
Membantu Misi Pusat
Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang pada poin ke
empat yaitu :
“Mewujudkan kualitas hasil

pemantauan terhadap
peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang
profesional, tepat  waktu,
akuntabel, dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-

undangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:
I. Akuntabel
2. Profesional




DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG

BIDANG KOMISI | (PERTAHANAN, LUAR NEGERI DAN INFORMASI)
TAHUN 2008 S.D 2018

b

DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STATUS UU

BERLAKU

TIDAK BERLAKU

KETERANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Pengesahan ILO Convention No.
185 Concerning Revising The Seafarers
Identity Documents Convention 1958
(Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi
Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958)

\'

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008
Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan
Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai
Senjata Kimia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2008
Tentang Pengesahan Treaty On Mutual
Legal Assitance In Criminal
Matters(Perjanjian Tentang Bantuan Timbal
Balik Dalam Masalah Pidana)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008
Tentang Pengesahan Charter Of The
Association Of Southeast Asian Nations
(Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
Tentang Wilayah Negara




Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009
Tentang Pengesahan United Nations
Convention Against Transnational
Organized Crime (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional Yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009
Tentang Pengesahan Protocol To Prevent,
Suppress And Punish Trafficking In
Persons, Especially Women And Children,
Supplementing The United  Nations
Conventions Against Transnatioinal
Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah,
Menindak, Dan Menghukum Perdagangan
Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-
Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional Yang Terorganisasi)

10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009
Tentang Pengesahan Protocol Against The
Smuggling Of Migrants By Land, Sea And
Air, Supplementing The United Nations
Conventions Against Transnational
Organized Crime (Protokol Menentang
Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut
Dan Udara, Melengkapai Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
Tindak Pidana Transnasional Yang
Terorganisasi)

11.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009
Tentang Pengesahan Stockholm Tentang
Bahan Pencemar Organik Yang Persisten

12

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda
Kehormatan

13.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 tentang




Pengesahan Agreement For The
Implementation of The Provisions of The
United Nations Convention On The Law of
The Sea of 10 December 1982 Relating to
The Conservation and Management of
Straddling Fish  Stocks (Persetujuan
Pelaksanaanan Ketetntuan-Ketentuan
Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember
1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi
Dan Pengelolaan Sediaan lkan Yang
Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan Yang
Beruaya Jauh)

14.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
Tentang Bendera, bahasa, Dan Lambang
Negara Serta Lagu Kebangsaan

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

16.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009
tentang Perfilman

17.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pengesahan Perjanjian Antara
Republik Indonesia dan Republik Singapura
tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah
Kedua Negara di Bagian Barat Selat
Singapura, 2009 ( Treaty Between The
Republic of Indonesia and The Republic Of
Singapore Relating to The Delimitation of
The Territorial Seas of The Two Countries In
The Western Part of The Stralt of Singapore,
2009)

18.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pengesahan Antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah
Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda
Sultan Dan Yang DI-Pertuan Negara Brunei




Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang
Pertahanan (Memorandum Of Understanding
Between The Government of The Republic
Of Indonesia And The Government of His
Majesty The Sultan And Yang DiPertuan of
Brunei Darussalam On Defence
Cooperation)

19.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011
tentang Intelijen Negara

20.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pengesahan Convention On The
Rights of Person With Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

21.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pengesahan Traktat Pelarangan
Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive
Nuclear Test Ban Treaty)

22.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pengesahan Persetujuan Antara
Pemerintah  Republik Indonesia Dan
Pemerintah Daerah Administrasi Khusus
Hongkong Republik Rakyat China tentang
Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah
Pidana (Agreement Between The
Government Of The Republic of Indonesia
and The Government of The Hong Kong
Special Administrative Region of The People
of Republic Of China Concerning Mutual
Legal Assistance In Criminal Matters)

23.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pengesahan Asean Convention On
Counter  Terrorism (Konvensi Asean
Mengenai Pemberantasan Terorisme)

24.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pengesahan International
Convention On The Protection of The Rights




of All Migrant Workers and Members of Their
Families (Konvensi Internasional Mengenai
Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja
Migran dan Anggota Keluarganya)

25.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pengesahan Optional Protocol to
the Convention On the Rights of the Child
On The Involvement of Children In Armed
Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-
Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak
Dalam Konflik Bersenjata)

26.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pengesahan Optional Protocol To
The Convention on The Rights of The Child
On the Sale of Children, Child Prostitution
And Child Pornography (Protokol Opsional
Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai
Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan
Pornografi Anak)

27.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012
tentang Industri Pertahanan

28.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013
tentang Pengesahan Rotterdam Convention
On the Prior Informed Consent Procedure
For Certain Hazardous Chemicals and
Pesticides In International Trade (Konvensi
Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan
Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan
Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu
Dalam Perdagangan International)

29.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013
tentang Pengesahan Nagoya Protocol On
Acces To genetic Resources and The Fair
and Equitable Sharing of Benefits Arising
From Utilization to the Convention On
Biological  Diversity  (Protokol Nagoya




tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik
dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan
Seimbang Yang Timbul Dari
Pemanfaatannya Atas Konvensi
Keanekaragaman Hayati)

30.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014
tentang Pengesahan Perjanjian Antara
Republik Indonesia dan Republik Korea
Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam
Masalah Pidana (Treaty Between The
Republic of Indonesia And The Republic of
Korea On Mutual Legal Assistance In
Criminal Matters)

31.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014
tentang Pengesahan Perjanjian Antara
Republik Indonesia dan Republik India
Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam
Masalah Pidana (Treaty Between The
Republic of Indonesia And The Republic of
India On Mutual Legal Assistance In
Criminal Matters)

32.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014
tentang Pengesahan International
Convention For The Suppression of Acts of
Nuclear Terrorism (Konvensi International
Penanggulan Tindakan Terorisme Nuklir)

33.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014
tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi
Antara Republik Indonesia dan Republik
India (Extradition Treaty Between The
Republic of Indonesia and The Republic of
India)

34.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014
tentang Pengesahan Persetujuan Tentang
Kerja Sama Industri Pertahanan Antara
Pemerintah  Republik  Indonesia  dan




Pemerintah Republik Turki (Agreement On
Defense Industry Cooperation Between The
Government of The Republic Indonesia and
The Government of The Republic of Turkey)

35.

UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum
Disiplin Militer

36.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014
tentang Pengesahan Asean Agreement On
Transboundary Haze Pollution (Persetujuan
Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas
Batas)

37.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pengesahan Persetujuan Antara
Pemerintah Republik  Indonesia dan
Pemerintah Republik Demokratik Timor
Leste tentang Kegiatan Kerja Sama Di
Bidang Pertahanan (Agreement Between
The Government of The Republic Indonesia
and The Government of The Democratic
Republic of Timor Leste Concerning
Cooperative Activities In The Field of
Defence)

38.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara
Republik Indonesia dan Republik Sosialis
Vietnam (Extradition Treaty Between The
Republic of Indonesia and The Socialist
Republic of Vietnam)

39.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara
Republik Indonesia dan Papua Nugini
(Extradition Treaty Between The Republic of
Indonesia and The Independent State of
Papua Nugini)

40.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pengesahan Persetujuan Antara




Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang
Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan
(Agreement Between The Government of
The Republic of Indonesia and The
Government of The Islamic Republic of
Pakistan On Cooperative Activities In The
Field of Defence)

41.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015
tentang Pengesahan Bantuan Timbal Balik
Dalam Masalah Pidana Antara Republik
Indonesian dan Republik Sosialis Vietnam
(Treaty On Mutual Legal Assistance In
Criminal Matters Between The Republic of
Indonesia and The Socialist Republic of
Vietnam)

42.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pengesahan persetujuan Antara
Pemerintah Republik  Indonesia dan
Pemerintah Republik Polandia Tentang
Kejasama Di Bidang Pertahanan (Agreement
Between The Government of The Republic of
Indonesia and The Government of the
Republic of Poland Concerning Co-
Operation In The Field of Defence)

43.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pengesahan Memorandum Saling
Pengertian Antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis
Vietnam tentang Peningkatan Kerjasama
Antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan
Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum of
Understanding Between The Government of
The Republic of Indonesia and The
Government of The Socialist Republic of
Vietnam On Strengthening of Cooperation
Between Defence Officials and Its Related




Activities)

44,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pengesahan Nota Kesepahaman
(MoU) Antara Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia dan Kementerian
Pertahanan Republik Federasi Jerman
Mengenai Kerjasama DiBidang Pertahanan
(Memorandum of Understanding between
The Ministry of Defence of the Republic of
Indonesia and The Federal Ministry of
Defence of The Federal Republic of Germany
Concerning Cooperation In The Field of
Defence)

45.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pengesahan Persetujuan Antara
Pemerintah Republik  Indonesia  dan
Pemerintah Republik Rakyat China Tentang
Kerjasama Aktivitas Dalam Bidang
Pertahanan (Agreement Between The
Government of The Republic of Indonesia
and The Government of The People’s
Republic of China On Cooperation Activities
In The Field of Defence)

46.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pengesahan Paris Agreement to the
United Nations Framework Convention On
Climate Change (Persetujuan Paris Atas
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)

47.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengesahan Perjanjian Antara
Republik Indonesia dan Republik Singapura




DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG

BIDANG KOMISI Il (DALAM NEGERI, SEKRETARIAT NEGARA DAN PEMILU)
TAHUN 2008 S.D 2018

STATUS UU
J DAFTAR
' NO TIDAK KETERANGAN
| UNDANG-UNDANG BERLAKU BERLAKU
1. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai \/
Politik
2. | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang \'/
Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi
Papua
3. |Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang \V
Pembentukan Yalimo di Provinsi Papua
4. |Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Vv
Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua
5. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Vv
Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua
6. |Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Vv
Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua
7. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Vv
Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua
8. | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan \" Dicabut:
Umum Anggota DPR, DPD, DPRD UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilt
Anggota DPR, DPD dan DPRD.
9. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Vv Dicabut:
Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang UU Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah
10. | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Vv
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi
Sumatera Utara
11. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Vv
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi
Sumatera Utara



Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi
Bengkulu

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi

14.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa
Tenggara Barat

15.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah

16.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan

17.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di
Provinsi Sulawesi Utara

18

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di
Provinsi Sulawesi Utara

19.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat daya di Provinsi
Maluku

20.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku

21,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi
Kepulauan Riau

22.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

23.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor
1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi




Provinsi Papua menjadi Undang - Undang

24.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara

25.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden

Dicabut:
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

26.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera
Utara

27.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera
Utara

28.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera
Utara

29.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung

30. | Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung

31. | Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi
Lampung

32. | Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten

33. | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa
Tenggara Timur

34. | Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku
Utara

35. | Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua

36. | Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua

37.| Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua




Barat.

38. | Undang-Undang No 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan \"
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.
39. | Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan \'/
Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.
40. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Dicabut:
Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 1 UU No, 8 Tahun 2012 tentang Pemilihar
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD
41. | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Dicabut :
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, a. Putusan MK  No. 124/PUU-VII/200¢
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 348 Ayat (1) Huruf A , Pasal 403
Daerah b. Putusan MK No. 23 Dan 26/PUU-
VI11/2010 Pasal 184 Ayat (4)
42. | Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan VvV
Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 Tentang
Ketransmigrasian
43. | Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan \'/
44. | Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan \/
45. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan \/
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik
46. | Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Dicabut:
Penyelenggaraan Pemilihan Umum UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
47. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
48. | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial
49. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Dicabut:
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Umum
50. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang VvV

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

51.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang




Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

52.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat

53.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi
Lampung.

54.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi
Papua Barat

<

55.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat

56.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Mahakam ULU di Provinsi Kalimantan Timur

o7.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur

58.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat

59.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah

60.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara

61.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Kabupaten
Penukal Abab Lemantang llir di Provinsi Sumatera Selatan

62.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.

63.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Motowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

64.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi
Tenggara.

< < < < < </ <] < < <

6b.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Tambrauw di Provinsi Papua Barat.

<

66.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera




Selatan.

atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

67. | Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Vv Diubah:
Kemasyarakatan UU No. 16 Tahun 2017 tentanc
Penetapan Peraturan Pemerintat
Pengganti Undang - Undang Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2012
Tentang Organisasi  Kemasyarakatan
Menjadi Undang - Undang
68. | Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan \"
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
| Administrasi Kependudukan
69. | Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Vv
Negara
70. | Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Vv
71. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan \/
Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
72. | Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Vv
Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara
73. | Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 Pembentukan VvV
Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
74.| Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis \/
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
75. | Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Dicabut:
Gubernur, Bupati, dan Walikota Perppu No.1 Tahun 2014
76. | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \"
Daerah
77. | Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
78. | Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan




79.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang.

80.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.

81.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang

82.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

83.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

84.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

85.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor
2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang
Nomor 17 Tahun 2013

86.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

JUMLAH

78




DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG

BIDANG KOMISI Il (HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)
TAHUN 2008 S.D 2018

DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STATUS UU

TIDAK
BERLAKU | pER| AKU

KETERANGAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008

Ombudsman Republik Indonesia

tentang

\'

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

o o Aw

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

< [ << <

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum

<

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Menjadi
Undang-Undang

Dicabut Oleh:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian

b. Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah  Pengganti  Undang-




Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1992
tentang Keimigrasian Menjadi
Undang-Undang dinyatakan masih
berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan UU
No.6 Tahun 2011 dan belum
dirubah  atau diganti dengan
Peraturan Pelaksanaan UU No.6
Tahun 2011

10.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

11.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Grasi

12,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang

13.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian

14.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi

15,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Undang-Undangan

16.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum

17.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial

18.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak




19. |Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme
20. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris
21. | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Dicabut Oleh:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Putusan MK No. 1/PUU-XI1/2014:
a. UU No. 4 Tahun 2014 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU No. 1 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas UU
No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi menjadi UU
beserta lampirannya bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum
mengikat.

.UU No. 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, berlaku
kembali sebagaimana  sebelum
diubah oleh PP Pengganti UU No. 1
Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang
kemudian menjadi UU No. 4 Tahun
2014 tentang Penetapan PP
Pengganti UU No. 1 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas UU
No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi menjadi
Undang-Undang.




22,

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

23.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

24.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

25.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-
Undang

26.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

<

27,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis

28.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

JUMLAH

26




NO

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG

BIDANG KOMISI IV
TAHUN 2008 S.D 2018

DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STATUS UU

TIDAK
BERLAKU BERLAKU

KETERANGAN

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<

Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

<

el I < A

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan

<

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

© o N o o

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

< < < £ <

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

<

11.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi
Tanah Air

12,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan




13. | Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Vv
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan Dan Kesehatan Hewan

14. | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Vv
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, Dan Petambak Garam '

JUMLAH

14

A




DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG

BIDANG KOMISI V (INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN)
TAHUN 2008 S.D 2018

STATUS UU
DAFTAR
NO TIDAK KETERANGAN
UNDANG-UNDANG BERLAKU BERLAKU
1. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Mencabut :
Pelayaran \' UU No. 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran
2. | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah v
3. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Mencabut :
Penerbangan \' UU No. 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan.
4. | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Mencabut :
Lintas Dan Angkutan Jalan UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Sebagian materi pasallayat telah
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
berdasarkan Putusan MK No.3/PUU-
\' 11172015, yaitu Penjelasan Pasal 47 ayat
(2) huruf e bagian ¢ yang menyatakan
bahwa:
Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e
bagian ¢ UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat
5. | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika \Y
6. | Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Mencabut :

UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Mencabut :
Perumahan Dan Kawasan Pemukiman UU No. 4 Tahun 1992 tentang

Perumahan dan Permukiman

Sebagian materi pasal/ayat telah
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
berdasarkan Putusan MK No. 14/PUU-
Vv X/2012, yaitu Pasal 22 ayat (3) yang
menyatakan bahwa :

Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman betentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Informasi Geospasial v
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mencabut :
Rumah Susun UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah

Susun

Sebagian materi pasal/ayat telah
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-
XIIl/2015, yaitu Pasal 75 ayat (1) yang
V menyatakan bahwa :

Sepanjang frasa “Pasal 59 ayat (2)”
bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai
bahwa yang dimaksud dengan “masa
transisi” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat
(1) tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa
dikaitkan dengan belum terjualnya
seluruh satuan rumah susun.




10.| Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan
11.| Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Tabungan Perumahan Rakyat
12.| Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Mencabut :
Konstruksi \"/ UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi
13.| Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang vV

Arsitek

JUMLAH




DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG

BIDANG KOMISI VI (INDUSTRI, INVESTASI, DAN PERSAINGAN USAHA)
TAHUN 2008 S.D. 2018

:NO

DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STATUS UU

BERLAKU

TIDAK
BERLAKU

KETERANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah

\'

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus

\"

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem
Resi Gudang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian

Dicabut :

Putusan MK Nomor 28/PUU-
X1/2013 :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2012 tentang Perkoperasian tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran

O 00|

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan
Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing
The World Trade Organization (Protokol Perubahan
Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia)

<l <K<K <
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NO

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI VII (ENERGI, RISTEK, DAN LINGKUNGAN HIDUP)
TAHUN 2008 S.D 2018

DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STATUS UU

KETERANGAN

BERLAKU

TIDAK
BERLAKU

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara

\'

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

o Bl IS

Undang-Undang 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Minamata
Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)

JUMLAH
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' NO

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI VIII (AGAMA DAN SOSIAL)
TAHUN 2008 S.D 2018

DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STATUS UU

BERLAKU LIDAK

KETERANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji

BERLAKU
\'

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

ol |

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang

<l<|<| <

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

o

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji

10.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas

11

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 TentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

< < < <LK <
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DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI IX (KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN)
TAHUN 2008 S.D 2018

J STATUS UU
i DAFTAR
£ UNDANG-UNDANG BERLAKU | - TDAK eI ERANEEN
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Vv
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan vV
Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial \
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan v
Kedokteran
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan vV
Jiwa
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga v
Kesehatan
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Vv
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan
Maritime Labour Convention 2006 (Pengesahan Konvensi vV
Tenaga Kerja Maritim)
10. | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Kepalangmerahan
12. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan
JUMLAH 12 0




DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI X (PENDIDIKAN, OLAH RAGA DAN SEJARAH)

TAHUN 2008 S.D 2018

DAETAR STATUS UU
' NO TIDAK KETERANGAN
| UNDANG-UNDANG BERLAKU BERLAKU
1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Vv Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Badan Hukum Pendidikan Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-
136/PUU-VII/2009
2. |Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Vv
tentang Kepariwisataan
3. | Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Vv
tentang Kepemudaan
4. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Vv
tentang Cagar Budaya
5. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 \'
tentang Gerakan Pramuka
6. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Vv
tentang Pendidikan Tinggi
7. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 \"
tentang Veteran Republik Indonesia
8. | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Vv
Sistem Perbukuan
9. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang \"
B Pemajuan Kebudayaan
JUMLAH 8 1




' NO

DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI XI (KEUANGAN DAN PERBANKAN)

TAHUN 2008 S.D 2018

DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STATUS UU

BERLAKU

TIDAK
BERLAKU

KETERANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2008

\'

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008
tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2009

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
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hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

16.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2008

17.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 47
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut

hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

18.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2009

19.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2011

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

20.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Transfer Dana

27

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Akuntan Publik

22.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Mata Uang

23.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang No.
10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

24.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2010

20.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan

26.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2012

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut

hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU




27.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

28.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012
tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

28,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2013

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

30.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro

31.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

32.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013
tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2012

33.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2014

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

34.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

33.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2013

36.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang




Anggaran Tahun Anggaran 2015

disebutkan UU

37.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian

38.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 27
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

39.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015
tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun
2008 tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan

40.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2014

41.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Anggaran Tahun Anggaran 2016

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

42.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penjaminan

43.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem
Keuangan

44.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak

45.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut

hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

46.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2015

47.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut




tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Anggaran Tahun Anggaran 2017

hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

48.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses
Informasi Keuangan untuk Kepentingan
Perpajakan

49.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
APBN Tahun Anggaran 2016

50.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017
tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran
2017

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut

hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

51.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2018

Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut

hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang
disebutkan UU

52.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018 tentang

JUMLAH
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hitp://www.dpr.go.id/bk/rekap-uu/id/1¢

NO JUDUL TANGGAL STATUS KETERANGAN
UNDANG- PENGESAHAN,
UNDANG LEMBARAN NEGARA
(LN), TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA
(TLN)
I Undang-Undang Disahkan pada tanggal 17 Mengamanatkan:

Nomor 38 Tahun Oktober 2014, LN No. 3 Peraturan Pemerintah (3
2014 tentang 307, TLN No.5612 Pasal), 1 Peraturan Presiden
Keperawatan (1 Pasal), 1 Peraturan

Menteri (I Pasal), 9
Peraturan Menteri Kesehatan
(9 Pasal)

Telah ditetapkan:

I Peraturan Presiden (1
Pasal). | Peraturan Menteri
(1 Pasal), 8 Peraturan
Menteri Kesehatan (8 Pasal)

Belum ditetapkan:

3 Peraturan Pemerintah (3
Pasal). 0 Peraturan Presiden
(0 Pasal), 0 Peraturan
Menteri (0 Pasal), |
Peraturan Menteri Kesehatan
(1 Pasal)

Peraturan Lain
ditetapkan:

10/19/2018. 8:31 A}



1

NO

PASAL & AYAT
YANG
DITINDAKLANJUTI
DENGAN
PERATURAN
PELAKSANAAN

PP

PERATURAN PELAKSANAAN
PERPRES PERMEN

/ KEPRES / PERL
- KEPMEN

http://www.dpr.go.id/bk/perlak-uu 1/id/16

f.

v
TERKATT

PERATURAN
INDANG-

AN

LAINNYA

KETERANGAN

Pasal 12 ayat 2

Ketentuan mengenai
Kuota nasional
penerimaan mahasiswa
diatur dengan
Peraturan Mentert yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidang pendidikan
setelah berkoordinasi
dengan Menteri.

1. UU No.
36/2009
tentang
Keschatan

2. UU No.
44/2009
tentang
Rumah
Sakit

3. UU No.
36/2014

Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran
terakhir dalam situs
setneg.go.id dan
http://hukor.kemkes.go.id
/hukor/search yang
diakses pada tanggal 14
Agustus 2018 Pukul
09.39 WIB

Pasal 14 ayat 3

Ketentuan lebih fanjut
mengenai Kesetaraan,
pengakuan, dan angka
kredit dosen pada
Wahana Pendidikan
Keperawatan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan
Pemerintah.

fentang
Tenaga
Keschatan

)

Pasal 26

Ketentuan lebih fanjut
mengenai
pendayagunaan dan
praktik Perawat Warga
Negara Asing diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 58 ayat 3

Ketentuan febih lanjut
mengenal tata cata
pengenaan sanksi
administratit’
scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.

belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran
terakhir dalam situs
setneg.go.id dan
http:/hukor.kemkes.go.id
/hukor/scarch yang
diakses pada tanggal 14
Agustus 2018 Pukul
09.31 WIB

Belum ditetapkan:
Berdasarkan penclusuran
terakhir dalam situs
setneg.go.id dan
http://hukorkemkes.go.id
/hukor/search yang
diakses pada tanggal 14
Agustus 2018 Pukul
09.33 WIB

Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran
terakhir dalam situs
setneg.go.id dan
http://hukor.kemkes.go.id
/hukor/search yang
diakses pada tanggal 4
Agustus 2018 Pukul
09.36 WIB

10/19/2018. 8:32 A
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vl
TERKAIT

KETERANGAN

Ketentuan lebih lanjut
mengenai kebutuhan
pelayanan kesehatan

Keschatan No.
10 Tahun 2013
tentang Standar

—
NO PASAL & AYAT PERATURAN PELAKSANAAN
YANG o S
DITINDAKLANJUTI _
DENGAN PP PERPRES PERMEN/ PERATURAN
PERATURAN / KEPRES KEPMEN PERUNDANG-
PELAKSANAAN UNDANGAN
LAINNYA
l. Pasal 4 ayat 3 Peraturan
Menteri
Ketentuan lebih lanjut Kesehatan No.
mengenai jenis Perawat 80 Tahun 2016
sebagaimana dimaksud lentang
pada ayat (1) dan ayat Penyelenggaraan
(2) diatur dengan Pekerjaan
Peraturan Menteri Asisten Tenaga
Keschatan
2 Pasal 9 ayat 6 Peraturan
Menteri
Ketentuan lebih fanjut Kesehatan No.
mengenai persyaratan 75 Tahun 2014
Fasilitas Pelayanan tentang Pusat
Keschatan sebagai Keschatan
Wahana Pendidikan Masyarakat
diatur dengan
Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidang pendidikan
setelah berkoordinasi
dengan Menteri.
3. Pasal 23 Peraturan
Menteri
Ketentuan lebih lanjut Keschatan No.
mengenai perizinan 02.02/MENKES
diatur dalam Peraturan /148/1 Tahun
Menteri, 2010 tentang
[zin Dan
Penyelenggaraan
Praktik Perawat
4. Pasal 27 ayat § Peraturan
Menteri No. 25
Ketentuan lebih lanjut Fahun 2014
mengenai tata cara tentang Jabatan
proses evaluasi Fungsional
kompetensi bagi Perawat dan
Perawat warga negara Angka
Indonesia lutusan luar Kreditnya
negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan
Peraturan Menter,
5 Pasal 28 ayat 3 Peraturan
Menteri

{. Ul No.
362009
tentang
Kesehatan

2. UU No.
4472009
tentang
Rumah
Sakit

3. UU No.
362014
tentang
Tenaga
Kesehatan

Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara
Dan Reformasi
Birokrasi

10/19/2018. 8:32 AN



dan/atau Keperawatan
dalam suatu wilayah
sebagaimana dimaksud

Pelayanan
Keperawatan Di
Rumal Sakit

pada ayat (4) diatur Khusus

dengan Peraturan

Menteri

6. Pasal 34 Peraturan

Menteri

Ketentuan lebih lanjut Keschatan No.

mengenai tugas dan 161 Tahun 2010

wewenang Perawat tentang

diatur dengan Registrasi

Peraturan Menteri Ienaga
Keschatan

T Pasal 35 Peraturan

Menteri

Ketentuan lebih lanjut Keschatan No.

mengenai keadaan 66 Tahun 2016

darurat sebagaimana tentang

dimaksud pada ayat (1) Keselamatan

diatur dengan dan Keschatan

Peraturan Menteri. Kerja Rumah
Sakit

8. Pasal 39 ayat 2 Peraturan

Menteri

Ketentuan lebih lanjut Keschatan No. |

mengenai rahasia Tahun 2015

kesehatan Klien diatur tentang Dattar

dalam Peraturan Informasi Yang

Menteri. Dikecualikan Di
Lingkungan
Kementerian
Keschatan

9. Pasal 52 ayat 3 Peraturan
Presiden

Ketentuan Iebih lanjut No. 90

mengenat susunan Tahun

organisasi, 2017

pengangkatan, tentang

pemberhentian, dan Konsil

keanggotaan Konsil Tenaga

Keperawatan diatur Keschatan

dengan Peraturan Indonesia

Presiden.

10. Pasal 57 Peraturan

Menteri

Ketentuan lebih lanjut
mengenai pembinaan
dan pengawasan
Praktik Keperawatan
yang dilakukan oleh
Pemerintah,
Pemerintah Dacrah,
Konsil Keperawatan,
dan Organisasi Profesi
sebagaimana dimaksud

Kesechatan No.
02.02 Tahun
2010 tentang
[zin dan
Penyelenggaraan
Praktik Perawat

http://wwavdpr.go.id/bk/perlak-uu2/id/ 1€

10/19/2018, 8:32 Al



3

pada Pasal 55 diatur
dalam Peraturan
Menteri.

http:/wwav.dpr.go.id/bk/perlak-uu2/id/ 16

10/19/2018. 8:32 /
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.

[zin Dan
Penyelenggaraan
Praktik Perawat

http://www.dpr.go.id/bk/perlak-uu/id/ 1 ¢

Belum ditetapkan:
Berdasarkan penclusuran
terakhir dalam situs
setneg.go 1d dan
http://hukor.kemkes. go.1d
/hukor/search vang
diakses pada tanggal 14
Agustus 2018 Pukul
09.33 WIB

Peraturan Mentert
Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi
Birokrast

6 Pasal 20
Ketentuan febih lanjut
mengenat
pendayagunaan dan
prakuik Perawat Warga
Negara Asing diatur
dengan Peraturan
Pemerintah.
7 Pasal 27 ayat 8 Peraturan
Menteri No. 23
Ketentuan lebih lanjut Tahun 2014
mengenat tata cara tentang Jabatan
proses evaluasi Fungsional
Kompetensi bagi Perawat dan
Perawat warga negara Angka
Indonesia lulusan luar Kreditnya
negeri sebagaimana
dimaksud pada avat (1)
diatur dengan
Peraturan Mentert,
8 Pasal 28 ayat 5 Peraturan
Menten
Ketentuan lebih lanjut Kesehatan No.
mengenai kebutuhan 10 Tahun 2015
pelavanan kesehatan tentang Standar
dan/atau Keperawatan Pelavanan
dalam suatu wilavah Keperawatan Di
sebagaimana dimaksud Rumah Sakit
pada ayat (4) diatur Khusus
dengan Peraturan
Menten
9. Pasal 34 Peraturan
Mentert
Ketentuan lebih fanjut Keschatan No,
mengenai tugas dan 161 Tahun 2010
wewenang Perawat tentang
diatur dengan Registrast
Peraturan Mentert Tenaga
Keschatan
10. Pasal 35 Peraturan
Mentert
Ketentuan Iebih lanjut Keschatan No.
mengenat keadaan 66 Tahun 2016
darurat scbagaimana tentang
dimaksud pada avat (1) Keselamatan
diatur dengan dan Keschatan
Peraturan Menten. Kerja Rumah
Sakut
I Pasal 39 ayat 2 Peraturan
Menteri

Ketentuan lebih lanjut
mengenai rahasia
keschatan Klien diatur
dalam Peraturan

Kescehatan No. |
Tahun 2013
tentang Dattar
Informast Yang

1O/19/2018. 8:31 AN



Mentern,

Pasal 52 ayat 3

Ketentuan Iebih lanjut
mengenai susunan
Organisasi,
pengangkatan,
pemberhentian, dan
keangeotaan Konsil
Keperawatan diatur
dengan Peraturan
Presuden

Dikecualikan Di
Lmgkungan
Kementertan
Keschatan

Peraturan
Presiden
No. 90
Tahun
2017
tentang
Konsil
Tenaga
Kesehatan
[ndonesia

http://www.dpr.go.id/bk/perlak-uw/id/1¢

'asal 537

Ketentuan lebih lanjut
mengenai pembinaan
dan pengawasan
Praktik Keperawatan
vang dilakukan oleh
Pemermtah.
Pemerintah Daerah,
Konstl Keperawatan,
dan Organisasi Profesi
sebagaimana dimaksud
pada Pasal 55 diatur
dalam Peraturan
Mentert.

Pasal 58 ayat 3

Ketentuan lebih lanput
mengenai tata cata
pengenaan sanksi
administratif’
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan
Pemerintah,

Peraturan
Mentert
Keschatan No.
02.02 Tahun
2010 tentang
Izin dan
Penyelenggaraan
Praktik Perawat

Belum ditetapkan
Berdasarkan penelusuran
terakhir dafam situs
setneg. go.ad dan
http//hukor kemkes o id
/hukor/search yang
diakses pada tanggal 14
Agustus 2018 Pukul
09.36 WIB

10/19/2018. 8:31 Al




TATA CARA MASUK KE APLIKASI SISTEM INFORMASI
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG (SIPANLAK UU)
SEBAGAI ADMIN

1. Setelah login lewat https:/portal.dpr.co.id/ masuk ke daftar aplikasi dan memilih
Akun “puspanlakuu (super)”

€ c @ R opr gu.c g -@2 4% W o » =
Setien DPR Fidestl ot

™ StrvAtue Organtcest

| S AT 0k i T

™ Daftar Dokumen

Tabun

3 PLICUMUMAN Wang
» ﬂ

8 veu PENGUMUMAN
| I PERERIMA KENARCAR GATT 8§ RXALA (XGD) TMT Desember 2018
A
by

u PLBUMUMAN
—y SBd 203 00 QI0AAES © 2 o Ko rneenkes

2. Selanjutnya Klik “Menu” - “Pemantauan Peraturan Pelaksanaan” - “Daftar
Undang-Undang”

R i R R SR R PN NS RPREE 0uot Yemantouin Pelwsanaan X [ TERCMBGRATY

emartaeg Seats w Sdmcarast

Stituti Produ

Keterangan:

Namy O 10 79 30 6 2 50 5% T4 Ke B0 W s




3. Set “Periode” (Tahun) - Pilih Undang-Undang (Contoh UU Nomor 6 Tahun 2018
tentang KEKARANTINAAN KESEHATAN) = Klik “Edit”

Pusat Pemantauen Pesianasn X YN St e 0 o .

« ca - g -9a mo» =

wOMOR s TANGLAL TANG AL i s TENTANG ° LOG AXSES . Aa .

Pusat Pemantauin Pelaisanaan X (B NBISASIEEFTS S » 3

mao» =

tomoe W 5
Tawgoa Destlan 07 08.25.8

Fanqupd Dundanghan 5@ 532019

e ooe

W g

Tentamg NECGARANTIAM ESEGATA

Adslrak SESEM

Juddol Ry
Upiowd
Statas Dbl 3
Meegarnaation
Pt ok
By TombohStsiss  TombonBdong  TowiahUD Terkat  Tumboh Pertak  Batad

DATA STATUS




5. Pada bagian Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan, Isi
“Pasal” = “Ayat” - “Angka/Huruf” -> “Ayat” -> Pilih Status Amanat
(Mengamanatkan/ Tidak Mengamanatkan) > Pilih Bentuk = Isi “No.” - “Tahun”
- “Tentang” -> Isi “Keterangan” - Terakhir “Simpan”

~

[ T BAAAN, SAPAYT GOL YOOI 3 0 e et P sarias |

<« ¢ @ cprgesd g - 9w m o » =

Pasal
Tentang
Ayat
Anagia;Hural
I Agat
A~ .

A Bemtusan Peksanaan (Bentule)Nomor/ Tabun/ funtanal

Status Amanat

Yudul RVU Bentuk
Updoad
10
Status Gerlikn o
Tatwn
Mengamanatkan
Pertak Featong
Brertak  Batal
Letetangan
DATA STATUS
g vangan ;
! ;




TATA CARA MASUK KE APLIKASI SISTEM INFORMASI
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG (SIPANLAK UU)
SEBAGAI PENGUNJUNG

1. Masuk ke http:/puspanlakuu.dpr.go.id/ = Pilih SIPANLAK UU
iovce s SO oot ome e ]

“ c @ . cprgoid e D mwo» =

" "% PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
M UNDANG - UNDANG

=i, BADAN KEAHLIAN DPR RI § 75 %

BERANDA O -] - -] SIPANLAK UU Q@

Reraptuas: UU
d  Bewasarkan Tatun

Rekapiutas UV can
Pestai Paca Komist-
Komst Gan Badan
Anggaran DPR: R

Hasd PomaniaLan UL aan

Pertak Paca Komsi- PENDUKUNG
kcmsi gan Badan RWAKILAN RAKYATY
Anggaran DPR R( LIK INDONESHA

GSI PENGAWASAN
Pemaniaian Peraluran 0
Pegrsanaan LU

Unitu menclukaig Kelancarin pelaks3naan wewenan
Gan tagas monstRasional DA KI metakui dulkungan ke

DASAR HUKUM
L Umtang cndang 4a. (7 T30un 1014 teatang ¥4, 000, 590,
“an Dok
3 Pecares v 37 Taben 04D beniang Srnsataned fomducel daa
R n

Nt
) Petateran 36€ 33 %o ¢ 1a%un JONA tentang Tt fents
« Desateran Smginan DOR B Yo | Taden 3003 4
-

2. Untuk melihat Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun Klik “Rekapitulasi UU
Berdasarkan Tahun” pada “SIPANLAK UU”

« cC Q@ I8 dprgo.d i E v & 0 W a» =

_BRD BERANDA TENTANG KAMI -~ (PROFIL - = PRODUK '-/'  SIPENGRAJINUU - EEEILZHTWTRVIVNE] W

Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun

(Tahun 1958 s/d 2018)

xouns!
" TAKUN BADAN ANGGARAN JUMLAH
' " " I w ] v l ] [n rvl l = ] xJ X
1 2016 2 ! 0 o[ ojol s v 2]} 2 | 3
2 2017 B 2 9 o | 2 ' [l 1 3 2 | o 3 18
3 2015 5 1 2 ' 1 ° ] 2 1 o | s 2 20
: 2015 5 4 1 o|lefoloa 0 o | o ! ' 3 1
5 2018 5 10 7 4 \ 1 ' 2 3|0 1 3 2
@ 2013 1 1 ' 3| o |0 1 a 1| a ' 3 24
7 2012 9 1 1 0 1 I 2 0 o | 2 a 3 24
3 201 1 2 5 o | 3] 2 l s | 3 1 o 1 2 2
k] 2040 2 1 3 ] a o | o 2 [ 21 0 ! 1 I |
1 2009 ] 5 8 s | | 1 2 2 s lal] s 4 s i
1 2008 8 a7 2 o | 2 0 ) o | o 3 2 % |
2 2007 > H v
) (1] q - W =

(Tampilan Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun Klik “Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun)



3. Untuk melihat Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan
Anggaran DPR RI Klik “Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan
Badan Anggaran DPR RI” pada “SIPANLAK UU”

P TSR R Ao R Pusst Pemantaun Petabzanain LB Vonx Peonno.son? ehdisanaan 1 K Poset MR

= ¢ @ : dprgoin o @ & W o o» =
I O A T SN R A o N T I S R T T TR T »

Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR RI

(Tahun 1958 s/d 2018)

| LU YANG WU YANG TIDAK
JUMLAH Aok MENGAMANATKAN
KouSI UNDANG- StRLAKy | BERMAKU | cimanTuKvA DIBENTUKNYA
UNDANC | ! PERATURAN PERATURAN
PELAASANAAN PELAK SANZAN
Komkst | e 4 { 14 -
(1962 313 2018) ke 5 18 “ Wi
Komst s a , =
(1958 3 2018) 288 ' 2 22 78 e
Aot 3
(1928 302015 2 z 3 & a
Komst vV o 1 |
{1060 3/ 2016) R 5 : 2 28 2
Komist v H {
(1961 s 2017) 40 i 4 | " 18 0
Woms: VI i |
{1968 02017) R L = x
Komew V3 e | g
(1958 39 2017) o % | - b 3
Xomes VI

(Tampilan Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI)

4. Untuk melihat Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan
Anggaran DPR RI Klik “Hasil Pemantanan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi
dan Badan Anggaran DPR RI” pada “SIPANLAK UU”

RPN R Rl Pusat Pemantausn Pelabsanaan ¢ (IR B L

“ ¢ @ g o g0ac
Hasil Pemantauan UU dan Perlak UU Pada Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR RI

(Tahun 1958 s/d 2018)

Grafiik Hasil Pemantauan UU dan Perfak UU
Pada Konss €oms: da Badan Anggaran DFR RI

Karmsi | (1962 4 2313) E-;

f"“"‘““""““"'“"“}._

c
s
ey
a
=]
=]
c
<

(Tampilan Hasi! Pecmantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Kemisi dan Badan Anggaran DPR RI)



5. Untuk melihat Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU Klik “Pemantauan
Peraturan Pelaksanaan UU” dan Pilih Komisi (Contoh Komisi IX) pada
“SIPANLAK UU” - Selanjutnya tampilan akan di “link” kepada website
www.dpr.go.id pada halaman Undang-Undang — Komisi

| B BN AR RAPE X | Pt feniantuiie A ETHONRIR (0 apesoaviaiy X - (| Brsachrormbin X IR Porvdl - DMRES S () Dewed Porwal . X 4]

c oprges L AR« m @ » =

Komisl IX
Undang-Undang - Komisi IX =i
Tuntan
10 -
Cunguagon K
IANCCAL
O MNOMOR TENTANG AKSH Fadwad Ripat
PENGTSAHAN
R pat
IDETARG Csstici Shghat
(PERLAN]
S0 0808 2078 CERARANTINAAN KESEHATAN {BrIuM Proleg
= DITETAPRAN Sekroanat
[OITCTAPKAN) 4

DETAIL Gulest Foto

mESe £ =

6. Pilih Undang-Undang (Contoh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang

Keperawatan
a. Untuk melihat Detail Klik “[DETAIL]”

. Jvlm“““" v _

c @ Y corgod RO B m o » =

& SRR
NO | JUDUL UNDANG-UNDANG TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA | STATUS | KETERANGAN
|
!
{
|
I

- s’ TR0 B Vot Petasir. Fewksaran, D0 X ) Al Kevngasar Ly - D X

(EN), TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN) |

Mengamanatkan:
3 Pesstusan Pemerzatah (3 Pasal), | Peraturan Presaden (1 Pasal), 1
Pesamnean Menzen (1 Pasal), 9 Persturan Messer; Kevebatan (9 Pasal)

H Undang-Uning Neeee 38 Tan 3n.v'.un pada tangzal |7 Okober 2014 LN No 307.TLN
2014 restang Kepesanatn No 3612

{ | Telah ditetapkan:
1 Perasuran Pressden (1 Pasal), | Pesaroran Menten {1 Pasal), § Pesateran
Menter: Kesehatan (8 Pasal)

| Belum diteraphan:
| 3 Peratusan Pemenntah (3 Pasal), O Pesaturan Presiden (0 Pasal) 0
| Pesamran Menten: (0 Pasal), ] Peranzan Menter; Kesehatan () Pasal)

| Peraturan Lais dustapkaa:

m@Ed % € o W]

(Tampilan DETAIL Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)


http://www.dnr.go.id

W GUVANRR TR TIORT 2 X

b. Untuk melihat Perlak Klik “|[PERLAK]”

12 Mt Celergtagen Sewn - Do X

Posar § emawecar, Prstonss |

(CNo] 1

PASAL & AYAT YANG
DITINDAKLANJUTI DENCGAN

b4

peg0.d e pertak

uu 41820 X

T

PERATURAN PELAKSAN AN

2 o ga O rerag v WA X

Pasal 4 avae 3

Kerenman Jebil ot mengenas s
Peraveat wedagaemana dienakaud pada avar
(1) dan avar (2} duatus denpan Paania
Meatens

Pasal 9232t §

Kesenmuas Jeba Janut mmengen
pessyeratan Fasstaze Pelaranas Resthesasn
setaga Wahaa Pencrdiian ciatee Jemguy |
?e.nzn Merten: vang menvevaggasioa |
kan, \mr.q Gokid
r:knh baberann devgan Mmany

Pasall 12 agar 2

Ketennan mengenas kucty nasanal
FETEILTIU MABASHANT T e g
Dvadwa Mo vasg wemvekagysaass.
e s iy penchdik

seielak Bexkpordams deagam Messen

t

PERATURAN PELAKSANAAN L KETERANGAN ]
TERKAIT i
PERPRES | PERMEN /KEPMEN | PERATURAN i
KEPRES | | PERUNDANG. | | ‘
| | UNDANGAN | i
{ | LAINYA | ‘
T i i
| Peraturan Mentes: | | LouNe
| KeschatanNo $0 Taben | | 362009 |
2016 rentang | | icntang |
Penyelenggaraan | Kesehata
Pekerjaan Asuten Tenaga { !
Keszhatan | 2VUNe {
2009
1 temnang
Peaturan Menten | Rumah Sakt |
Keschatas No. 75 Tabun ; {
2014 tentang Pusat ! 3, VU No. ]
Keschatan Masyasakat | | 362014 |
! | vemtamg
| | Temgs

Beluns ditesapkaw Berdasarkan
peneivsuran tesakiter Jadans situs
setneg 20 i dam

sy Bukor kemkes. go.id hukos search
daakacs pada Raggal 14 Agnstos
2018 Pulkenl 09. 33 WIB

(Tampilan PERLAK Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)

¢. Untuk melihat Perlak yang belum dltetapkan Klik “|[BELUM DITETAPKAN]”

T BN DPLER 170 R | et Dtmirien F e () b 6 et Dewr ) X BERRIETUELRETTAEE RSN B XY Aol yeioedaband' R SE aby i i A
c @ < covgeid @O mwa» =
NO ] PASAL & AYWAT YANG ! PERATURAN PELAKSANAAN U TERKAIT KETERANGAN
DITINDAKLANMETE DENGAN }
PERATURAN PELAKSANAAN ! ] i
| pp PERPRES PERMEN/ PERATURAN
| | KEPRES KEPMEN PERUNDANG-
{ i UNDANGAN
| LAINNYA i
i Paxl 1 agard t - 1. UU No Belue & kan. Derdusack L
i 36,2009 teceang wn&ad;km;qugozdthn
Kevenpran oty nascnak i | Keschatan Sangy: - Bukor kermkes. 3o hukor search yang
m;mm)ema )Sum ! Jakses peda sargaal 14 Agustus 2018 Pukul
yang 4 | | 2. UU Neo 0933 0B
by pendicitan markal !zx.‘um Sengar | 442009 sentxog
Meutenz ] Rumah Sake
| ! 3.UU No
Y 1 Pasalldavatd i - 3672011 textang | belum Stesspian:

I ! Tensga | Berdmarkan proeiusuras terakiir dalia ums
RKesenmuan deba lamnt mengmas deseasion ] < semez.qu.sd dan hetp ukor kemies. 3o id
penpakua, @uzh e dosen, ;adn toker bearc vang Siakses pada tanggal 14
Wakaza Pendis Aguaras 2015 Pukul 0937 WIB
danaiusd gode 3731 (2) damw dulam: Peaman |
Pesrermule |

1
3 Panald$ i | Belum dnempian Sesdasarkan penelucusan
i E tesakiur dalars itus etneg 20.id dan
Kewnfian etk Doyt syengeman perdayazuuat { hope Tukes kembes 30 o) hukor search vang
oo pralenk Perawar Waege Negany Avmg sy | | rzkaey pats sngzal 14 Agusns 2013 Pukul
Sengan Pevanacus Peynrrnics, { : 0933 WD
4 Paxal 48 avar 3 | Delum didstapkan Berdasark i
seraichiy dalan us sefneg 20.:d dan

, (Tampilan BELUM

DITETAPKAN Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)



d. Untuk melihat Perlak yang sudah dltetapkan Klik “[DITETAPKAN]”

Jor gos

PASAL & AVAT YANG DITINDARLANIUTI
DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN

ot goud Bh/pe x XS apomidtiipeds; X X
& o »
| PERATURAN PELAKSANAAN { v KETERANGAN
| L U o TERKArT |
{ PERPRES PERMEN | KEPMEN PERATURAN
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TAMPILAN KONTEN SISTEM INFORMASI PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG (SIPANLAK UU)

A. Tampilan Menu “[DETAIL]”
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(Tampilan DETAIL Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)

B. Tampilan Menu “[PERLAK]”
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(Tampilan BELUM DITETAPKAN Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)

D. Tampilan Menu “[DITETAPKAN]”
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E. Tampilan Menu “Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun”
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F. Tampilan Menu “Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan
Anggaran DPR RI”
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G. Tampilan Menu “Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan
Badan Anggaran DPR RI”
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TABEL |

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI IX (KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN)
TAHUN 2008 S.D 2018 7

| TANGGAL

| PENGESAHAN,

LEMBARAN

NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN), DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN

NEGARA (TLN)

Undang-Undang Nomor 36 | Disahkan pada tanggal | Mencabut Mengamanatkan:

Tahun 2009 tentang Kesehatan 13 Oktober 2009 LN | UU No. 23 Tahun 1992 | 28 PP, 2 Perpres, 18 Permen, 5
No 144 , dan TLN No. | tentang Kesehatan Peratuan Perundang-undangan
5063

1. Putusan MK No | Telah ditetapkan:
34/PUU-VIII/2010 18 PP, 1 Perpres, 18 Permen, 4
menyatakan Kata “dapat”| Peratuan Perundang-undangan
dalam Penjelasan Pasal 114
UU Kesehatan bertentangan | Belum ditetapkan:

dengan UUD NRI 1945 dan| 10 PP, 1 Perpres, 1 Peratuan
tidak mempunyai kekuatan | Perundang-undangan

hukum mengikat, sehingga
Penjelasan Pasal 114 UU
Kesehatan selengkapnya
menjadi, “Yang dimaksud

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IX TAHUN 2008 S.D 2018 [ 1
DIICAT DEMANTAIIANDEI AKSANAAN LINDANCIINDANCG RADANM KEAH! IAN DPR RI



NO

JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NEGARA (LN), DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)

STATUS

KETERANGAN

dengan "peringatan
kesehatan” dalam ketentuan
ini adalah tulisan yang jelas
dan mudah terbaca dan
disertai gambar atau bentuk
lainnya”;dan Frasa
“berbentuk gambar” dalam
Pasal 199 ayat (1) UU
Kesehatan bertentangan
dengan UUD NRI 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

2. Putusan MK No.
57/PUU-IX/2011 menyatakan
Kata “dapat” dalam
Penjelasan Pasal 115 ayat
(1) uu Kesehatan
bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum
mengikat."

34 Putusan MK No. 12/
PUU - VI / 2010

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IX TAHUN 2008 S.D 2018
PLISAT PEMANTALIAN PElI AKSANAAN LINDANG.IINDANGC RADAN KEAH! IAN DPR RI
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NO

JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NEGARA (LN), DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)

STATUS

KETERANGAN

menyatakan Pasal 108 ayat
(1) UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
sepanjang kalimat, “....
Harus dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan
kewenangan sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan” bertentangnan
dengan UUD 1945 dan tidan
mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai bahwa
tenaga kersehatan tersebut
adalah tenaga kefarmasian,
dan dalam hal tidak ada
tenaga kefarmasian, tenaga
kesehatan tertentu dapat
melakukan praktik
kefarmasian secara
terbatas, antara lain, dokter
dan/atau dokter gigi, bisan,
dan perawat yang
melakukan tugasnya dalam

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IX TAHUN 2008 S.D 2018
PLUISAT PEMANTAILIAN PFI AKSANAAN IINDANG.IINDANG RADAN KEAH! IAN DPR RI



TANGGAL

PENGESAHAN,
1 LEMBARAN
NO | JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN), DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
keadaan darurat yang
mengancam  keselamatan
i jiwa dan diperlukan
{ tindakan medis segera
’ untuk menyelamatkan
; pasien;
|
2‘ Undang-Undang Nomor 44| Disahkan pada 28| Putusan MK No. 38/PUU - | Mengamanatkan:

Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit

Oktober 2009 LN No.
153 TLN No. 5072

Xl/2013 menyatakan Pasal
7 ayat (4) UU No 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit
bertentangan dengan UUD
NRI 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum
mengikat, sepanjang tidak
dimaknai “Rumah Sakit
yang didirikan oleh swasta
seagaimana yang
dimaksud pada ayat (2)
harus berbentuk badan
hukum vyang kegiatan
usahanya hanya bergerak
di bidang perumahsakitan,
kecuali rumah sakit public
yang diselenggarakan oleh

4 PP, 1 Perpres, 15 Permen, 2
peraturan peundang-undangan

Telah ditetapkan:

2 PP, 1 Perpres, 15 Permen, 2
peraturan peundang-undangan

Belum ditetapkan:
2ok

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IX TAHUN 2008 S.D 2018
PUSAT PEMANTAUAN PFI AKSANAAN LUINDANG-LINDANG BADAN KEAH! IAN DPR RI
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TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN), DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
badan hukum yang bersifat
nirlaba”,
3. Undang-Undang Nomor 52| Disahkan pada 29| Mencabut: Mengamanatkan:
Tahun 2009 tentang | Oktober 2009 LN No.| UU No. 10 Tahun 1992 | 10 PP, 2 Perpres, 2 Permen, 3
Perkembangan Kependudukan | 161 TLN No. 5080 tentang Perkembangan | Perda
Dan Pembangunan Keluarga Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga | Telah ditetapkan:
‘ Sejahtera 10 PP, 2 Perpres, 2 Permen, 3
| Perda

Undang-Undang Nomor 24| Disahkan pada Mencabut Mengamanatkan:
Tahun 2011 tentang Badan| November 2011 LN No.| UU No. 3 Tahun 1992 | 9 PP, 7 Perpres
Penyelenggara Jaminan Sosial 116 TLN No. 5256 tentang Jaminan  Sosial
Tenaga Kerja Telah ditetapkan:
8 PP, 7 Perpres
_ Putusan MK No
82/PUU-X/2012 Belum ditetapkan:

| menyatakan Pasal 15 ayat| 1PP
‘ (1) UU No. 24 Tahun 2011
tentang Badan
i Penyelenggara  Jaminan

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IX TAHUN 2008 S.D 2018 |5
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NO

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
JUDUL UNDANG-UNDANG | NEGARA (LN), DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)

STATUS

KETERANGAN

Sosial yang menyatakan
"Pemberi kerja secara
bertahap wajib
mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai
peserta kepada Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial, sesuai dengan
program sosial yang
diikuti" bertentangan
dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat  jika
dimaknai meniadakan hak
pekerja untuk
mendaftarkan diri sebagai
peserta program jaminan
sosial atas tanggungan
pemberi kerja  apabila
pemberi kerja telah nyata-
nyata tidak mendaftarkan
pekerjanya pada Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial.

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IX TAHUN 2008 S.D 2018
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG RADAN KEAHLIAN DPR RI



NO

JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NEGARA (LN), DAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)

TAHU

STATUS

2012

KETERANGAN

TAHUN 2013

Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2013 tentang Pendidikan
Kedokteran

Undang-Undang
Tahun 2014 Tentang Kesehatan
Jiwa

Disahkan pada 06
Agustus 2013 LN No.
132 TLN No. 5434

Mengamanatkan:
4 PP, 12 Permen

Telah ditetapkan:
4 PP, 12 Permen

Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2014 Tentang Tenaga
Kesehatan

TAHUN 2014
Nomor 18| Disahkan pada tanggal Mengamanatkan:
07 Agustus 2014 LN 6 PP, 1 Perpres, 4 Permen
No. 185, dan TLN No.
9571 Telah ditetapkan:
5 PP, 1 Perpres, 3 Permen
Belum ditetapkan:
1 PP, 1 Permen
Disahkan pada tanggal | Sekretariat Konsil | Mengamanatkan:
17 Oktober 2014 LN | Kedokteran menjadi | 11 PP, 1 Perpres, 17 Permen
No. 298 | dan TLN No. | Sekretariat Konsil Tenaga
5607 Kesehatan Telah ditetapkan:
9 PP, 16 Permen
Putusan MK No

82/PUU-XIII2015

Belum ditetapkan:

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IX TAHUN 2008 S.D 2018
PLISAT PEMANTALIAN PEI AKSANAAN LINDANGCG.IINDANC RADAM KEAH! IAN NPR PRI
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TANGGAL
PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN), DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
menyatakan Pasal 11 ayat| 2 PP, 1 Perpres, 2 Permen
(1) , Pasal 90, dan Pasal 94
UU No. 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan
bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat
3. Undang-Undang Nomor 38 | Disahkan pada tanggal Mengamanatkan:
Tahun 2014 Tentang | 17 Oktober 2014 LN 3 PP, 1 Perpres, 10 Permen
Keperawatan No. 307 , dan TLN No.
5612 Telah ditetapkan:
1 PP, 9 Permen, 1 Perpres
Belum ditetapkan:
2 PP, 1 Permen

TAHU

TAHUN 2016
Undang-Undang Nomor 15| Disahkan pada tanggal Tidak mengamanatkan
Tahun 2016 Tentang | 6 Oktober 2016 LN No. Peraturan Pelaksanaan

Pengesahan Maritime Labour| 193 , dan TLN No.
Convention 2006 (Pengesahan | 5931
Konvensi Tenaga Kerja Maritim

Undang-Undang Nomor 18 | Disahkan pada tanggal Mengamanatkan:

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IX TAHUN 2008 S.D 2018 | 8
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TANGGAL

PENGESAHAN,
LEMBARAN
NO JUDUL UNDANG-UNDANG NEGARA (LN), DAN STATUS KETERANGAN
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA (TLN)
Tahun 2017 Tentang | 22 November 2017 LN 11 PP, 2 Perpres, 12 Permen
Perlindungan Pekerja Migran | No. 242, dan TLN No.
Indonesia 6141 Belum ditetapkan:
11 PP, 2 Perpres, 12 Permen
1. Undang-Undang Nomor 1| Disahkan pada tanggal Mengamanatkan:
Tahun 2018 Tentang | 9 Januari 2018 LN No. 2 PP
Kepalangmerahan 4, dan TLN No. 6180
Belum ditetapkan:
ZPE
2. Undang-Undang Nomor 6 | Disahkan pada tanggal | Mencabut Mengamanatkan:
Tahun 2018 Tentang | 7 Agustus 2018 LN No. | 1. UU No. 1 Tahun 1962 | 5 PP, 13 Permen

Kekarantinaan Kesehatan

128, dan TLN No. 6236

tentang Karantina Laut

2. UU No. 2 Tahun 1962

tentang Karantina Udara

Belum ditetapkan:
5 PP, 13 Permen

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IX TAHUN 2008 S.D 2018
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(TANGGAL 07 Agustus 2014; L.N.R. NOMOR 185; T.N.R.I NOMOR 5571)

TABEL Il

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA

(»,

PASAL & AYAT
PERATURAN PELAKSANAAN
SrNDAREAN ) MNDANG
NO UNDANG KETERANGAN
DENGAN PERATURAN
PERATURAN PP PERPRES / PERMEN / PERUNDANG TERKAIT
KEPRES KEPMEN =
PELAKSANAAN UNDANGAN LAINNYA
1. | Pasal 5 ayat (3) Perpres No. 35
Tahun 2015
(3) Ketentuan lebih Tentang
lanjut mengenai Kementerian
koordinasi Kesehatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan
| Peraturan Presiden.
2. | Pasal 9 PP. . No. 47
Tahun 2016
Ketentuan lebih lanjut | Tentang
mengenai Fasilitas
penyelenggaraan Pelayanan
upaya promotif diatur | Kesehatan
| dalam Peraturan
Pemerintah.
3. | Pasal 16 PP No. 47
Tahun 2016
Ketentuan lebih lanjut | Tentang
mengenai Fasilitas
_ penyelenggaraan Pelayanan

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IX TAHUN 2008 S.D 2018
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| PASAL & AYAT

YANG PERATURAN PELAKSANAAN
NO DITINDAKLANJUTI
DENGAN PERATURAN
PERATURAN PP ol PERUNDANG-
PELAKSANAAN UNDANGAN LAINNYA
upaya preventif diatur | Kesehatan
dalam Peraturan
Pemerintah.
4. | Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri
Kesehatan No.57
(4) Ketentuan lebih Tahun 2017
lanjut mengenai tentang
penatalaksanaan Penanggulangan
ODGJ dengan cara Pemasungan Pada
lain  di luar ilmu Orang Dengan
kedokteran diatur Gangguan Jiwa
dengan Peraturan
Menteri. &
5. | Pasal 24 PP:" “No/ .46
Tahun 2014
Ketentuan lebih lanjut | Tentang Sistem
mengenai tata cara | Informasi
penyelenggaraan Kesehatan
upaya kuratif diatur
' dalam Peraturan
. Pemerintah. = -
6. | Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
penyelenggaraan

upaya rehabilitatif
diatur dalam
Peraturan

UNDANG-
UNDANG
TERKAIT

KETERANGAN

Keputusan mente
kesehatan nomor F
02.02/menkes/52/201
tentang Rencar
Strategis Kementeriza
Kesehatan Tahu
2015-2019

Belum ditetepkan
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PASAL & AYAT

YANG PERATURAN PELAKSANAAN
NO DITINDAKLANJUTI |
lealdiah, PERPRES / PERMEN / FERQILRAN
PERATURAN PP KEPRES KEPMEN PERUNDANG-
PELAKSANAAN UNDANGAN LAINNYA
Pemerintah.
7. | Pasal 44 Permenkes No. 39
Tahun 2016
Ketentuan lebih lanjut Tentang Pedoman
mengenai Penyelenggaraan
perencanaan, Program Indonesia
pengadaan dan Sehat Dengan
peningkatan mutu, Pendekatan
penempatan dan Keluarga
pendayagunaan,
serta pembinaan
sumber daya
manusia di bidang
Kesehatan Jiwa
diatur dalam
Peraturan
Pemerintah. R g
8. | Pasal 51 Permenkes No.
028/Menkes/Per/|/
Ketentuan lebih lanjut 2011 Tentang
mengenai  perizinan Klinik
dan persyaratan
fasilitas pelayanan
kesehatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
9. | Pasal 59 ayat (2) PR aNo: w47

UNDANG-
UNDANG
TERKAIT

KETERANGAN

P

Permenkes No. ¢
Tahun 2016 Tentar
Pedoman
Penyelenggaraan
Program Indones
Sehat Dengz
Pendekatan Keluarg
mengatur  substan
Pasal 44 meskipt
Pasal 44 tid:
mengamanatkan
Peraturan Menteri.
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NO

T
|

PASAL & AYAT
YANG
DITINDAKLANJUTI
DENGAN
PERATURAN
PELAKSANAAN

PERATURAN PELAKSANAAN

PP

PERPRES /
KEPRES

PERMEN /
KEPMEN

PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN LAINNYA

(1) Pemerintah
bertanggung  jawab
untuk melakukan
pengawasan
terhadap fasilitas
pelayanan di luar
sektor kesehatan dan
fasilitas pelayanan
berbasis masyarakat.
(2) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
pengawasan
terhadap fasilitas
pelayanan di luar
sektor kesehatan dan
fasilitas pelayanan
berbasis masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)  diatur dalam
Peraturan
Pemerintah.

Tahun
Tentang
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

2016

10.

‘Pasal 73 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut
mengenai  pedoman
pemeriksaan

Kesehatan Jiwa untuk
kepentingan hukum

Permenkes No. 77
Tahun 2015
Tentang Pedoman
Pemeriksaan

Kesehatan Jiwa
Untuk Kepentingan
Penegakan Hukum

UNDANG-
UNDANG
TERKAIT

KETERANGAN

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IX TAHUN 2008 S.D 2018
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PASAL & AYAT

YANG PERATURAN PELAKSANAAN
DITINDAKLANJUTI UNBAND:-
NO UNDANG KETERANGAN
| R PERPRES/ | PERMEN/ PERATURAN TERKAIT
’ PERATURAN PP PERUNDANG-
KEPRES KEPMEN
PELAKSANAAN UNDANGAN LAINNYA

diatur dengan

Peraturan Menteri. S i
11.| Pasal 74 ayat (5) Permenkes No. 77

Tahun 2015

Ketentuan lebih lanjut Tentang Pedoman

mengenai pedoman Pemeriksaan

pemeriksaan Kesehatan Jiwa

Kesehatan Jiwa untuk Untuk Kepentingan

kepentingan Penegakan Hukum

pekerjaan atau

jabatan tertentu diatur

dengan Peraturan

Menteri.

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IX TAHUN 2008 S.D 2018 | 5
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor - 171/PUSPANLAK UU/8/2018 Jakarta, 14 Agustus 2018
Sifat . Biasa

Derajat : Segera

Lampiran . 1 (satu) lbr

Perihal : UndanganRapat

Yth.

Daftar Nama Terlampir

Jakarta

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Badan Keahlian DPR R} akan mengadakan Rapat Dalam
Kantor di Luar Jam Kefja mengenai Pembahasan Axtualisasi Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipit PUSPANLAK UU, yang akan

dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018

Waktu * Pukut 16.30 s.d 19.30 WIB

Acara - Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Tempat
Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPRRI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Rochinansvah, S.H., M.H.
NIP. 1969G213 199302 1 001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor . 746/BK/10/2018 Jakarta. 15 Oktober 2018
Sifat . Biasa

Derajat : Segera

Lampiran : 1 (satu) lbr

Hal : Undangan Rapat

Yth.

Daftar Nama Terlampir

JAKARTA

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang akan mengadakan rapat mengenai Aplikasi Sistem Informasi
Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk program Quick Wins

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal . Rabu. 17 Oktober 2018

Waktu . Pukul 13.30 WIB - Selesai

Acara . Uji coba Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang (SIPANLAK UU)

Tempat :  Ruang Rapat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang It.6

Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharap kehadiran Saudara tepat

pada waktunya.
Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak UU,

Rudi Rochmansyah, S.H.,M.H.
NIP: 1969012 199302 1001
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DAFTAR UNDANGAN :

NO. JABATAN
NAMA

1. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. Kepala Pusat Panlak Undang_undang

2. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,M.Si. Kepala Pusat Kajian Anggaran

3. M. Dimyati Sudja, S.S0s.M.Si Kepala Biro Persidangan [

4, [gnatius Bambang Rudi Anto, S.H.,M.H. Inspektur II

3. Dra. Tanti Sumartini, M.Si. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

6. Poedji Poerwanti, S.H. Analis Kebijakan Pertama

Fs Sondang E. Sinaga, S.Kom Pranata Komputer Muda

8. Fariza Emra, S.T.,M.Sc. Pranata Komputer Muda

9. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom.M.T.L. Pranata Komputer Muda

10. | Erdinal Hendradjaja, ST.M.Sc. Pranata Komputer Muda

1. | Bintang Wicaksono Ajie, S.H.,M.H. Analis Hukum

12. | Pinanti Mega Dewanti, S.H. Analis Hukum

13. | Trisuharto Clinton, S.H. Analis Hukum

14. | Mega Irianna Ratu, S.H. Analis Hukum

5. | Dony Satya Widjanarko, S.H. Analis Hukum

16. | Reza Azhari, S.H.,LLM. Analis Hukum

17. | Nur Azizah, S.H.,M.H. Analis Hukum

Annisha Putri Andini, S.H., M.H.

Analis Hukum




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PENMIBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Pukul :16.30-19.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai II,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara : Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;

2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB.

I1. PEMBAHASAN:
Rancangan Aktualisasi:

a. Putri Ade Norvita Sari: “home” penginputan dan pengunggahan Kajian,
Analisis, dan Evaluasi UU telah siap;

b. Ester Yolanda Friska: “home” penginputan dan pengunggahan daftar perkara
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi telah siap;

c. Reza Azhari: “home” penginputan dan pengunggahan kompilasi undang-
undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah siap. Namun
masih ada beberapa perbaikan yang akan dikonsultasikan di luar rapat melalui
media email dan whatsapp.

d. Nur Azizah: Perbaikan /ay out kuesioner dan tampilan hasil dari respon yang
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e. Bintang Wicaksono Ajie: Pengajuan Permohonan perbaikan isi serta materi

muatan pada Aplikasi Sistem I[nformasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang yang terintegrasi dengan website DPR RI serta website

Puspanlak UU. Meminta data

pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-

Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dicetak sesuai judul

Undang-Undang. Selain itu juga meminta BDTI untuk membuat grafik hasil

data pemantauan peraturan pe

website DPR Rl serta Puspanlak

laksanaan Undang-Undang dalam tampilan

UuU;

f. Annisha Putri Andini: permohonan akun “super” untuk proses manajemen

website, usulan bentuk kolom

pengunggahan serta tampilan pada menu

“Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.”

IILKESIMPULAN:
Masing-masing CPNS Analis Hukum

sudah bisa langsung melakukan penginputan

dan pengunggahan produk Puspanlak di Website Puspanlak.

IV.PENUTUP:
Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 15 Agustus 2018

Mengetahui,
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rog

hmansyvah, S.H., M.H.

NIP. 196

90213.199302.1001

J



DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Waktu :16:30:00 s.d. 19:30:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON

PEGAWAINEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

| NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
. | Nunu Nugraha Khuswara, S.H., 196106231988031001 Kepala Pusat Data Dan Informasi L
M.H. .
2. | Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 2.
Undang-Undang
3. | Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., | 197109111997003 1005 | Kepala Pusat Kajian Anggaran \
M.Si.
4. | Endah Sri Lestari, S.H., M.Si. 197104031996032001 Kepala Bidang Data dan Teknologi 4.
Informasi
5. | Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha
6. | Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 | Pranata Komputer Madya 6.
N
7. | Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 | Pranata Komputer Madya ; é) IV
8. | Airlangga Eka Warhana, 198210032009121001 | Pranata Komputer Madya 8. M
S.Kom., M.T.L.
9. | Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama G4) "
A/]
I




26.

Putri Ade Noivita Sari, S.H.,
M.H.

199301192018012002

Analis Hukum

S:.H,

27. | Avzucha Foin Andini 199111972013012002 | Analis Hukum 27 a\M« ol
28. | Adrian Ajierrahman, S.E. 199404062018011003 | Penyusun Bahan Kebijakan 28.
29. | Nadia Septvana 198409022065022001 | Analis Hukum 29.
30. | JORDAM MUHAMMAD, S.H. | 220000004 PPNPN 30.
: m™
31. | TRISUHARTC CLINTON, S.H. 220000005 PPNPN 31. /Wy
XN

32. | PINANTI MEGA DEWANTI, 229060006 PPNPN 32.’WN

S.H.
33. | RRLLUCIAD DEWI 220000014 PPNPN 33. ‘

DAMAYANTI ﬁ% o
| YUIIAKUSUMA, S.H., M.KN. - )
34. | MEGA IRIANNA RATU, S.H., 220000016 PPNEN 34, e
35. | ASEA CARDIMA, S.H. 22000019 PPNPN 35. @)ﬂ/

— /] i

36. | DOIT Y 2 0A 22505020 PPNPN \ 36%[

WIDJANARKG, S.H.
37. | DENY GIOVANNO, S.H. 22000021 PPNPN 37. V==
38. | ENDANG SULISTYORINT, 22000022 PPNPN 38.

S.H., MKN. =i
39. | ANISHA RAHMASARI, S.H. 22000023 PPNPN 39%&
40. | YODIA SURYA NUGRAHA, 22005024 PPNPN

"




10. | Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 [ Pranata Komputer Muda 10. &

11. | Yudarana Sukarno Putra, S.H., 198010162009121001 Perancang Peraturan Perundang- 11. \
LLM Undangan Muda

12. | S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 12.

13. | Samudi 196509101989031002 Pengadministrasi Umum 13.

14. | Hariyanto, S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan 14.

15. [ Memed Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 15. >

16. | Supian, S.E. 196901071997031001 Pengadministrasi Umum 16. <\ /

17. | Musbiyatun 197011101997032006 Pengelola Data 17.

18. [ Martin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data 18.

19. | Atis Jaelani 197603262001121001 Pengadministrasi Umum 19.

20. | Nur Azizah, S.H., M_H. 198612062018012001 | Analis Hukum 20. Abﬂm

21. | Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. | 19870415201801200] Analis Hukum w§ n

22. | Reza Azhari, S.H., LLM. 198807182018012001 | Analis Hukum o =S 22, %4.

23. | Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Hukum 23. -

24. | Yosa Jeremia Donovan, S.H., 199110202018011002 | Analis Hukum 24, ;\M«\g )
M.H. D~

25. | Bintang Wicaksono Ajie, S.H., 199292222018011001 | Analis Hukum 25; ¢ [

M.H.




41. | JUAN FERY SITUMORANG, 22000025 PPNPN 41.
S.H.
42. | ANTONIUS SAMTURNIP, 22000026 PPNPN 42.
S . W
43. | DEDY NURHIDAYAT, S.H., 22000027 PPNPN 43,
M.KN.
44. | RATNA DEWI TISNASARI, 22000028 PPNPN 44, L
S.H. : %
4S. | KRIKAMMANIS NOVIARTI 22000029 PPNPN W
QORI, S.H.
46. | SULY LEGINASARI 180000086 PPNPN 46.
47. | MUAMMAR KHADAFI 190000064 PPNPN 47.




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor :188/PUSPANLAK UU/9/2018 Jakarta, 12 September 2018
Sifat : Biasa

Derajat : Segera

Lampiran  : 1 (satu) lbr

Perihal : Undangan Rapat

Yth.

Daftar Nama Terlampir

Jakarta

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR R} akan mengadakan
Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS
Puspanlak UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 12 September 2018

Waktu : Pukul 13.00 s.¢ 15.00 WIB

Acara : Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS
Puspaniak UU

- Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Tempat
Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR R}

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Rochinansyah, S.H.. M.H,
NIP. 19690213 199302 1 001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI PEMAPARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Rabu, 12 September 2018
Pukul :15.00-17.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara : Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Para Analis Hukum

Peserta Rapat
1. Koordinator Pemantauan Pelaksanaan UU;

2. Analis Hukum;
POKOK-POKOK RAPAT:

V. PENDAHULUAN:
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 15.00 WIB

VI.PEMBAHASAN:

1. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan Hasil Program Aktualisasi
CPNS di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Adapun poin-poin yang
dipaparkan antara lain:

a. Reza Azhari: penginputan dan pengunggahan “Pasal/Ayat Undang-Undang Yang
Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi” ini merupakan produk digital dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU
yang juga menjadi program dalam rancangan aktualisasi;

b. Putri Ade Norvita Sari: pembuatan “Kajian Singkat dari Buku Kajian, Analisis,
dan Evaluasi UU” yang juga merupakan produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan
UU yang yang dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;

c. Ester Yolanda Friska: penginputan dan pengunggahan “Daftar Perkara

Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” yang juga merupakan
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produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang dapat diakses dalam Website
Puspanlak UU;

Nur Azizah: “Penjaringan Data dan Informasi tentang Pelaksanaan UU™ yang
juga dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;

Yosa Jeremia Donovan: “Melaporkan kepada Kapus selaku Mentor bahwa
seluruh kegiatan rancangan aktualisasi penggunaan Google Docs dalam
Penyusunan  Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU Pariwisata telah
terlaksana™;

Bintang Wicaksono Ajie: “Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang” yang terintegrasi dengan website DPR RI serta
website Puspanlak UU sudah dapat diakses. Data pemantauan peraturan
pelaksanaan Undang-Undang yang sudah ada di dalam sistem sudah dapat
langsung dicetak sesuai judul Undang-Undang. Grafik hasil data pemantauan
peraturan pelaksanaan Undang-Undang sudah diunggah dan ditampilkan dalam
tampilan website DPR RI serta Puspanlak UU;

Annisha Putri Andini: “Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi” yang juga merupakan produk Puspanlak UU dan
dapat diakses dalam Website Puspanlak UU.

VII. KESIMPULAN:

L.

W

Reza Azhari: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka
menengah dan jangka panjang;

Pauiri Ade Norvita Sari: program aktualisasi disetujui, namun belum dapat
ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari
aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk
dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus betul-betul cermat dalam
penyusunan kajian singkat dan juga diperlukan persetujuan dari Kepala Badan
Keahlian DPR RI untuk dapat menampilkan produk kajian singkat tersebut di
website Puspanlak UU. Sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya
sampai pada pembuatan “Home Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU";

Ester Yolanda Friska: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka
menengah dan jangka panjang. Dan dalam menguraikan pokok perkara/inti

masalah harus benar-benar hati-hati dan cermat;



4. Nur Azizah: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan UU;

Yosa Jeremia Donovan: Seluruh kegiatan rancangan aktualisasi penggunaan

wn

Google Docs dalam Penyusunan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU
Pariwisata telah terlaksana;:

6. Bintang Wicaksono Ajie: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala
Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;

7. Annisha Putri Andini: program aktualisasi disetujui, namun belum dapat
ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari
aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk
dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus cermat dalam penyusunan
Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”,
sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya sampai pada pembuatan

“Home Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”

VIII. PENUTUP:
Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 12 September 2018
Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
-

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213.199302.1001
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Laporan Singkat

Rapat Uji Coba Aplikasi Sistem Informasi

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang (SIPANLAK UU)

Hari/tanggal
Pukul
Tempat

Ketua Rapat
Sekretaris Rapat
Notulen Rapat

Acara

Hadir

I. PENDAHULUAN

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rabu, 17 Oktober 2018

13.30 WIB s/d 15.30 WIB

Ruang Rapat Puspanlak UU, Lantai 6 Ruang 608,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Rudi Rochmansyah, SH., MH.

Dahliya Bahnan, SH., MH.

1. Mega Irianna Ratu, S.H., M.B.A.

2. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.

Uji Coba Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang (SIPANLAK UU)

— Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU

- Kepala Pusat Kajian Anggaran

- Kepala Sub Bagian TU Puspanlak UU

- Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU

— Pranata Komputer

— Analis Hukum

— Staf Puspanlak UU

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 13.30 WIB

I1. PEMBAHASAN

1. Pemaparan serta Uji Coba tampilan tabel 1 dan 2 Aplikasi Sistem Informasi
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang (SIPANLAK UU) dalam website

http://puspanlakuu.dpr.go.id/ sebagai tindak lanjut dari pertemuan serah

terima Aplikasi SIPANLAK UU dari Pusdatin kepada Puspanlak UU.


http://www.dpr.go.id

2. Perubahan tampilan pada menu Undang-Undang dalam SIPANLAK UU pada UU
yang tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan. Untuk UU yang tidak
mengamanatkan peraturan pelaksanaan hanya menampilkan pilihan DETAIL
saja.

3. Pemaparan Aplikasi SIMAS PANLAK serta pembahasan kendala-kendala dalam
pengimputan responden agar dapat lebih memudahkan responden dalam
pengimputan kuisioner.

4. Pemaparan Evaluasi UU yang dikabulkan oleh MK, pembahasan kendala-

kendala dalam kolom input latar belakang, serta perubahan pada tampilannya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN
Perbaikan sistem oleh BDTI Pusdatin untuk aplikasi SIPANLAK UU dan aktualisasi

latsar CPNS.

IV. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 17 Oktober 2018

Kapus Pemantauan Pelaksanaan UU,

v

Rudi Rochmansyah, SH, MH
NIP. 19690213.199302.1001




DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Rabu, 12 September 2018

Waktu : 13:00:00 s.d. 15:00:00

Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI

Acara : KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

o[ R A NAMAL e NP [t JABATAN TANDA TANGAN
1. | Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 1. L
Undang-Undang
2. Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha l 2.
3. | Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama 3. \:}KL—;
4. | Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM 198010162009121001 Perancang Peraturan Perundang- : 4.
Undangan Muda
5. | S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 5.
6. | Samudi 196509101989031002 Pengadministrasi Umum 6.
7. | Hariyanto, S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan 7.
8. | Memed Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 8.
9. | Supian, S.E. 196901071997031001 Pengadministrasi Umum 9.




26.

MEGA IRIANNA RATU, S.H., MBA

220000016 PPNPN 26} s
27. | ASKA CARDIMA, S H. 22000019 PPNPN 27. <&\‘?\_ il

28. DOINNY SATYA WIDJANARKO, 22000020 PPNPN ' 28. %/4
29. SDENY GIOVANNO, S H. 22000021 PPNPN 29.

30. IIEAITII?I\?NG SULISTYORINI, S.H., 22000022 PPNPN 0, > —
31. | ANISHA RAHMASART, S.11. 22000023 PPNPN 31.

32. | YODIA SURYA NUGRAHA, S.H. 22000024 PPNPN 7. \W/
33. | JUAN FERY SITUMORANG, S.H. 22000025 PPNPN 33.

34. | ANTONIUS SAMTURNIP, S.H. 22000026 | PPNPN W
35. | DEDY NURHIDAYAT, S.H., MKN. 22000027 PPNPN 35.

36. | RATNA DEWI TISNASARI, S.H. 22000028 PPNPN 36%
37. | KRIKAMMANIS NOVIARTI QORI, 22000029 PPNPN W

38. SLIJILY LEGINASARI 180000086 PPNPN 38.

39. | MUAMMAR KHADAFI 190000064 PPNPN 39.




10.

Musbiyatun 197011101997032006 Pengelola Data 10.
11. | Martin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data Fl.
12. | Atis Jaelani 197603262001121001 Pengadministrasi Umum 12.
13. | Nur Azizah, S.H., M.H. 198612062018012001 Analis Hukum IBM
14. .| Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. 198704152018012001 Analis Hukum 14,;_" f\_/a—
15. | Reza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 Analis Hukum 15, “ )ﬁ
16. | Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Hukum 16. 9V
17. | Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H. 199110202018011002 Analis Hukum 17..%7{]% /
18. | Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H. 199292222018011001 Analis Hukum \U . 18.
19. | Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H. 199301192018012002 Analis Hukum 19. 4:&
20. | Annisha Putri Andini 199111072018012002 Analis Hukum \ 20. a\@L
21. | Nadia Septyana 198409022005022001 Analis Hukum 21 A
22. | JORDAN MUHAMMAD, S.H. 220000004 PPNPN 22. M‘
23. | TRISUHARTO CLINTON, S.H. 220000005 PPNPN 23. ﬂﬁ -
24. | PINANTI MEGA DEWANTI, S.H. 220000006 PPNPN 24. [ﬁlﬁ—‘
25. | RR. LUCIA P DEWI DAMAYANTI 220000010 PPNPN 25,

YUDAKUSUMA, S.H., M.KN.




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Rabu. 17 Oktober 2018

Pukul.13.30 WIB- Selasai

Ruang Rapat Badan Keahlian Dewan Lantai 6, Gedung Sekretariat
Jenderal DPR RI

Acara . Uji coba Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang (SIPANLAK UU).

Rudi Rochmansyah, S.H.,M.H.

Hari /tanggal
Waktu
Tempat

Ketua Rapat

NO NAMA/ NIP JABATAN TANDATANGAN
l. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
2. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,M.Si. Kepala Pusat Kajian Anggaran f?"/")/ /7
//
3. M. Dimyati Sudja, S.So0s.M.Si Kepala Biro Persidangan [ / ?Z"-
4. [gnatius Bambang Rudi Anto, S.H.,M.H. Inspektur [1 / ;2;1_
5 Dra. Tanti Sumartini, M.Si. Kepala Bagian Organisasi dan / Q,‘V
Tata Laksana
m -~
6. Poedji Poerwanti, S.H. Analis Kebijakan Pertama « /‘f?"},yﬁj
T
1 Sondang E. Sinaga, S.Kom Pranata Komputer Muda )
//
8. Fariza Emra, S.T.,M.Sc. Pranata Komputer Muda M
9. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom.M.T.L. Pranata Komputer Muda A/‘}/
10. | Erdinal Hendradjaja, ST.M.Sc. Pranata Komputer Muda / Q; ~
I'l. | Bintang Wicaksono Ajie, S.H.,M.H. Analis Hukum LQ( [
\
2. | Pinanti Mega Dewanti, S.H. Analis Hukum %
X




Trisuharto Clinton, S.H.

Analis Hukum

Mega [rianna Ratu, S.H.

Analis Hukum

Dony Satya Widjanarko, S.H.

Analis Hukum

Reza Azhari, S.H.,LLM.

Analis Hukum

Nur Azizah, S.H.,M.H.

Analis Hukum

Annisha Putri Andini, S.H.,M.H.

Analis Hukum




